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ABSTRAK

Muhammad lhsan Ismail, Pandangan Masyarakat Terhadap Perubahan Wakaf
(Studi Kasus di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap) (Dibimbing oleh Rukiah dan
Sunuwati).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perubahan harta wakaf
yang terjadi di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap. Untuk mengetahui sejauh mana
pandangan masyarakat terhadap perubahan tanah harta wakaf di Kecamatan Baranti
kabupaten Sidrap. Dalam mengetahui faktor yang lebih dominan, motivasi berwakaf,
pengelolaan wakaf dan kemampuan dalam mempengaruhi terhadap masyarakat di
kecamatan baranti Kabupaten Sidrap.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus,
yang memahami fenomena secara mendalam untuk perspektif masyarakat setempat
setelah dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen
terkait. Informan penelitian terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk
pengelola wakaf, tokoh agama, pejabat pemerintah setempat, dan penerima manfaat
wakaf. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi
tema-tema kunci yang muncul dari data lapangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terhadap
perubahan wakaf di Kecamatan Baranti beragam. Sebagian besar masyarakat untuk
perubahan dan modernisasi pengelolaan wakaf, harapan meningkatkan efisiensi dan
manfaat yang diperoleh dari aset wakaf. Namun, ada juga sebagian masyarakat harus
khawatir bahwa perubahan ini dapat dijadikan untuk kepentinganya kelompok
tertentu. Edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya wakaf sebagai manfaat
pembangunan sosial dan ekonomi harus terus ditingkatkan.

Kata kunci: wakaf, pandangan masyarakat, perubahan wakaf.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi
a. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi
dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| Alif Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan
- Ba B Be
& Ta T Te
& Tha Th te dan ha
z Jim J Je

ha (dengan titik

< Ha h dibawah)
z Kha Kh ka dan ha

3 Dal D De

3 Dhal Dh de dan ha

Xiii



D Ra R Er

J Zai z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy es dan ye
> " ’ N (denc? .T)ZJJQE)
- | oa o | S
- | | e
s | m | ——
& ‘ain ‘ koma terbalik keatas
¢ Gain G Ge

s Fa F Ef

& Qof Qi

4 Kaf Ka

J Lam L El

N Mim M Em

O Nun N En

s Wau \W We

XVi




° Ha H Ha
s Hamzah ’ Apostrof
< Ya Y Ye

Hamzah (<) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda

apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ()

. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda

atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
| Fathah A A
! Kasrah I I
) Dammah U U

2) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
G- fathah dan ya Ai adani
> fathah dan wau Au adanu
Contoh:
& :kaifa
J»  :haula
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c. Maddah
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Harkat dan Nama Huruf dan Tanda Nama
Huruf
/- fathah dilr;a“f atau A a dan garis diatas
- kasrah dan ya I i dan garis diatas
e dammah dan wau U u dan garis diatas
Contoh:

<l :mata
ey rama
d8  :qila

G4 yamitu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:
1) Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah [t]
2) Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah [h].
Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah,

maka ta marbutah itu ditransliterasikan denga ha (h).
Contoh:
TNy : Raudah al-jannah atau Raugdatul jannah

Alliinadl  : Al-madinah al-fadilah atau Al-madinatul fadilah

Xviii



PR - Al-hikmah
. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid (%), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

&)  : Rabbana
FES Najjaina
Gall : Al-Haqg
& Al-Hajj
pxd . Nu’ima
s ‘Aduwwun

Jika huruf sbertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah ((s-), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:
& ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
&e  :“Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)
Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ¥
(alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang
ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah
maupun huruf gamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya
dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

il al-syamsu (bukan asy-syamsu)

XiX



45150 al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
4Ll al-falsafah
Sl al-biladu
Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia
berupa alif. Contoh:
O35 ta murina
A al-nau’
el lsyai'un
&od s umirtu
Kata Arab yang lazim digunakan dalan bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa
Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata
Al-Qur’an (dar Qur’an), Sunnah.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks

Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.
Contoh:

Fizilal al-qur’an

Al-sunnah gabl al-tadwin

Al-ibarat bi ‘umum al-lafz la bi khusus al-sabab

Lafz al-Jalalah (&)

XX



Kata “Allah” yang didahuilui partikel seperti huruf jar dan huruf
lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi

tanpa huruf hamzah.
Contoh:
AM\ (e Dinullah

AL billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:
A¥iai5 42 Hum fi rahmmatillah
Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman
ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya,
digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan
huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal
kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital
(Al-).
Contoh:
Wa ma Muhammadun illa rasiil
Inna awwala baitin wudi’a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan
Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur’an
Nasir al-Din al-Tusr

Abii Nasr al-Farabi

XXi



Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan
Abi (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir
itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar

referensi. Contoh:

Abii al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: /bnu Rusyd, Abi al-
Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abii al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi Abi Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid,
Nasr Hamid Abii)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

SWi. = subhanahu wa ta ‘ala

saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam

a.s. = ‘alaihi al-sallam

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir Tahun

2 = Wafat Tahun

QS..[..4 = QS al-Bagarah/2:187 atau QS lbrahim/..., ayat 4
HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

-

U = dada
po = OSe s
e
L = Al

oe = BrENSEEE
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& = o Al /AT
d = e
Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu
di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:
ed. . Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena
dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih
editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
etal. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis
dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-
kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan
yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau
ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab
biasanya digunakan juz.
No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala

seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Secara universal substansi wakaf telah dipraktekkan oleh umat manusia
sepanjang sejarah. Kemajuan sebuah peradaban umat manusia dapat dilihat dari
aspek fisik sebagai bukti kemajuannya dalam segala aspek kehidupannya. Dengan
kata lain, harta menempati fungsi sentral dalam setiap bentuk peninggalan
peradaban umat manusia. Demikian halnya dalam Islam, persoalan keberadaan
bangunan tersebut maka tidak terlepas dari praktek perwakafan, karena biasanya
masyarakat Islam lebih mudah mempercayakan hartanya untuk wakaf tempat
ibadah daripada wakaf yang lain. Hal ini mengingat bahwa wakaf merupakan
salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan masyarakat dalam
rangka ibadah ijtima’iyah (ibadah sosial). Selain itu wakaf juga merupakan salah
satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh kaum
muslimin, karena wakaf akan selalu mengalirkan pahala bagi wakif (orang yang
mewakafkan) walaupun orang yang bersangkutan sudah meninggal dunia.’
Dengan dianjurkannya wakaf, maka tidak sedikit orang mempunyai kelebihan
harta bendanya kemudian menginvestasikan sebagian hartanya dijalan Allah
melalui wakaf dengan berbagai macam bentuk.

Membahas mengenai bentuk benda yang diwakafkan biasanya identik
berupa tanah, namun selain tanah masih banyak juga yang lainnya, misalnya
benda yang dapat dijadikan bagian dari bangunan mesjid, seperti genteng, kayu

usuk, jendela, ubin, dan lain-lain, atau juga biasa berupa benda yang menyertai

'Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia (Yogyakarta :
Nuansa Aksara, 2005), him 1.



mesjid, misalnya Al-Qur’an, karpet, sajadah, lemari, mimbar dan lain-lain.
Begitupun juga dengan bangunan-bangunan mesjid atau mushallah yang ada di
Desa Duampanua, dimana sebagian dari bangunan tersebut merupakan wakaf dari
beberapa orang yang mempercayakan hartanya untuk dapat dinikmati orang
banyak dengan tujuan yang baik, utamanya untuk beribadah.?

Penelitian ini merupakan kajian analisis atas permasalahan persepsi
sebagai pandangan masyarakat terhadap perubahan harta wakaf, dimana sering
terjadi perbedaan pendapat di beberapa tempat mengenai perubahan benda wakaf,
biasanya saat akan dilaksanakan renovasi sebuah mesjid atau bangunan yang lain.
Seperti yang pernah terjadi di Kecamatan Baranti, di Desa lain dari lokasi
penelitian, yaitu Desa Tonrong’e terdapat sebuah mesjid yang dulunya pernah
digegerkan dengan perbedaan pendapat antara nadzir dan tokoh agama setempat
serta ta’mir mesjid mengenai bongkaran bangunan yang tidak digunakan lagi
tidak boleh dijual oleh sebagai orang walaupun nanti hasilnya dikembalikan lagi
untuk kemakmuran mesjid.

Sedangkan mengenai pemanfaatan benda wakaf biasanya digunakan
untuk tempat umum. Benda wakaf itu berupa tanah dan biasanya digunakan
untuk mendirikan masjid, mushola, sekolah, yayasan, rumah sakit.

Mengingat bahwa fungsi dari harta wakaf merupakan suatu hal yang
sangat penting, karena pada dasarnya tujuan dari perwakafan itu sendiri adalah

mempergunakan manfaat dari harta wakaf untuk kebaikan, baik kebaikan dalam

“Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Figih Wakaf, Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam,
(Jakarta : Departemen Agama RI, 2007), Cet. V, h. 4

%Maria Fitriah, “Pengaruh komunikasi persuasif dalam penyuluhan produksi pangan
industry rumah tangga terhadap perubahan sikap para usaha kecil menengah (UKM) di kota Bogor”,
Jurnal Komunikasi pembangunan, Vol 13 No. 2, Juli (2015), 2



hal pribadi maupun sosial dengan dasar ajaran agama Islam. Tingkat kemanfaatan
dari perwakafan dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai manfaat yang terkandung di
dalam benda wakaf itu sendiri, kekalaan benda wakaf, maupun juga dapat
dipengaruhi oleh manajemen pengelolaan yang dilakukan oleh pengelola wakaf
atau nadzir.

Menjaga manfaat dari harta yang telah diwakafkan merupakan sesuatu
yang sangat penting, mengingat beban amanah dari seorang wakif, menurut para
ulama pahala wakaf sama halnya dengan pahala dari amal jariyah, dimana
pahalanya tetap berlanjut walaupun orang yang menyedekahkan hartanya tersebut
sudah meninggal dunia. Salah satu faktor yang membentuk kemampuan untuk
mewujudkan masa depan yang direncanakan adalah pemberdayaan
(empowerment). Melalui pemberdayaan, masyarakat diberikan kesempatan untuk
terus mengembangkan kemampuan dan peranannya dalam merencanakan serta
melaksanakan rencananya secara mandiri.*

Oleh karena itu wawasan tentang wakaf dari nadzir sangat penting bahkan
diperlukan dalam mengembang tugasnya sebagai pengelola wakaf, serta
pentingnya wawasan tokoh agama sebagai anggota musyawarah dalam
mengambil keputusan terkait boleh tidaknya melakukan perubahan terhadap harta
wakaf agar nilai-nilai manfaat harta wakaf tetap terjaga. Konsep ini pada

hakekatnya tidak merupakan upaya untuk mengantisipasi masa depan, tetapi

*Rahmawati, “Implementasi Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang
Penyetaraan Gender Dan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Desa”, Jurnal Ilmu Administrasi
dan Studi Kebijakan (JIASK), Vol 2 No. 2, Maret (2020), 16-35.



sekedar membahas fakta yang ada untuk diberi jawaban agama terhadapnya
dengan membandingkan fakta tersebut dengan apa yang pernah ada.”

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian secara mendalam terkait dengan “Pandangan Masyarakat Terhadap
Perubahan Harta Waqgaf (Studi Kasus Di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka dapat merumuskan

rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaiman penerapan perubahan harta wakaf yang terjadi di Kecamatan
Baranti Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap perubahan harta wakaf di
Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap?
3. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perubahan harta wakaf di
Kecematan Baranti Kabupaten Sidrap?
C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai
berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan perubahan harta wakaf yang terjadi di
Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pandangan masyarakat terhadap perubahan

harta wakaf di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap.

°Rahmawati & Budiman, Logika induktif dalam penemuan hukum lIslam, kontribusi
pemikiran Asy-Syatibi dalam ilmu ushul figh, (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2018), h. 11-12.
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3. Untuk mengetahui faktor yang lebih dominan, motivasi berwakaf,
pengelolaan wakaf dan kemampuan dalam mempengaruhi terhadap
masyarakat di Kecematan Baranti Kabupaten Sidrap

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Kami berharap peneliti ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan
referensi dalam memperkaya wawasan sehingga dapat bermanfaat bagi
mahasiswa untuk informasi tentang bagaimana pandangan masyarakat
terhadap perubahan harta wakaf utamanya di Kecamatan Baranti Kabupaten
Sidrap dan menjadi pedoman bagi peneliti selanjutnya serta digunaakan
sebagai bahan bacaan yang bermanfaat dalam bidang pendidikan maupun
bidang lainnya.

2. Manfaat Praktis
Penelitian ini dapat di jadikan sumber informasi bagi peneliti untuk
mengetahui bagaimana pemikiran maupun pandangan serta tambahan
pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.
Khususnya pihak masyarakat, mahasiswa di kampus dan lain-lain, dengan
adanya penelitan ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait

perubahan harta wakaf itu sendiri.



BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Releven

Untuk menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian, maka penulis
berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, untuk memberikan gambaran
dan pembahasan yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan
sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan dalam penulisan karya ilmiah.°

Adapun judul penulis yang di ajukan adalah “Pandangan Masyarakat
Terhadap Perubahan Harta Wagaf (Studi Kasus Di Kecamatan Baranti
Kabupaten Sidrap)”. Menurut penulusuran yang telah dilakukan dalam mengenai
yang sudah pernah teliti namun objek penelitian yang berbeda, penulis belum
mendapatkan literatur yang membahas secara detil dan spektik tentang pandangan
masyarakat terhadap perubahan harta wakaf. Dari beberapa penelitian maupun
tulisan yang berkaitan dengan di atas antara lain yaitu :

Pertama, skripsi yang dilakukan oleh saudara Agus Widyanto dengan
judul “Aspek Hukum Perubahan Fungsi Tanah Wakaf (Kasus Mesjid
Hidayatullah Gedangan Malang)” hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) aspek
hukum perubahan fungsi tanah wakaf yang terjadi di mesjid Hidayatullah
Gedangan Malang sangat memiliki peranan pada fungsi dan usaha-usaha nadzir
dan tokoh masyarakat. (2) Hasil peranan nadzir tersebut mampu memberikan
pencerahan terhadap perubahan harta wakaf pada jamaah Mesjid Hidayatullah di

Gedangan Malang. Dimana juga turut serta melibatkan pendapat tokoh

®Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fikih, Wakaf, Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam,
(Bandung : Departemen Agama RI, 2015), Cek. h. 7



masyarakat dalam pengambilan keputusan jika terlaksana penelitian saudara Agus
Dwiyanto terdapat beberapa persamaan dan perbedaan mengenai objek kajian
yang penulis akan teliti.” Persamaanya vaitu terletak pada segi perubahan harta
wagaf. Sedangkan perbedaannya vyaitu terletak pada lokasi meneliti serta
pandangan masyarakat dengan aspek hukum, penelitian sebelumnya.

Kedua, skripsi yang dilakukan oleh saudari Siti Fatimah dengan judul
Pemahaman Perubahan Harta Wagaf (Studi Pandangan Nadzir dan Tokoh
Agama di Desa Purworejo, Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar) hasil dari
penelitian tersebut membahas mengenai Pemahaman perubahan harta waqaf
melalui pandangan nadzir dan tokoh agama yang ada di Desa Purworejo
Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.? Kesimpulan bahwa dalam memahami
tentang perubahan harta wagaf, para nadzir dan tokoh agama di Desa Purworejo
mempunyai corak pemikiran yang mayoritas pemikirannya dari konteks ditarik
menjadi tekstual, sehingga menghasilkan pemahaman yang berbeda. Sedangkan
mengenai penerapan pengelolaan terhadap harta wagaf yang sudah mengalami
perubahan fisik. Pada dasarnya sudah cukup baik seperti pengelolaan yang
dilakukan oleh nadzir mesjid Dusun Centong karena dilakukan perubahan fungsi
yang semula benda waqaf untuk tiang penyangga mesjid, karena direnovasi dan
tidak digunakan lagi, maka kemudian rencananya akan digunakan kembali

dengan fungsi yang berbeda sebagian dari teras untuk renovasi mendatang.

"Widyanto, Aspek Hukum Perubahan Fungsi Tanah Wakaf (kasus Mesjid Hidayatullah
Gedangan Malang) Dari UU No. 41 Tahun 2004”, Skripsi, (Metro : IAIN Metro, 2017).
8Siti Fatimah, Pemahaman Perubahan Harta Wagaf (Studi Pandangan Nadzir dan Tokoh
Agama di Desa Purworejo, Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar) (Jakarta: Ghalia Indonesia,
2012) ,him. 244



Ketiga, skripsi yang dilakukan oleh saudara Igbal Baikhagi dengan judul
Perubahan Fungsi Tanah Wagaf Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Klinik
Pratama Muhammadiyah Hadimulyo Kecamatan Metro Pusat) hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memahami perubahan fungsi tanah
wagaf pihak KUA, tokoh agama dan PCM Hadimulyo membolehkan.? Didapati
setelah MIM Hadimulyo pindah di Timur, Nadzir dan PCM Hadimulyo
berinisiatif untuk mendirikan balai pengobatan yang sekarang menjadi klinik.
Mereka mengacu kepada Mazhab Hambali Hanafi yang membolehkan perubahan
fungsi tanah Wagaf sepanjang ada kemaslahatan. Namunalasan-alasan yang
dibangun tidaklah kuat dan secara regulasi juga belum terpenuhi, selain hanya
mengajukan permohonan ke Pengurus Muhammadiyah Daerah (PMD) Kota
Metro dan Pengurus Muhammadiyah Wilayah (PMW) Lampung untuk
mendapatkan permohonan izin dan nadzir atau dari pihak PCM Muhammadiyah

belum melapor kembali ke KUA setempat.
B. Tinjauan Teoritis

1. Wakaf

a. Pengertian wakaf

Kata “Wakaf” atau “Wacf” berasal dari bahasa arab “Waqafa”. Asal

“Wagqafa”® berarti (memahami, berhenti atau diam di tempat dan tetap

*|gbal Baikhaqi, “Perubahan Fungsi Tanah Waqaf Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus
Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo Kecamatan Metro Pusat)” Jakarta: 2016), hlm
14-15.

19 Departemen Agama RI , Al-Qur’an dan Terjemahnya.



berdiri). Kata “Waqafa-Yaqifu-Yaqfan” yang memiliki persamaan dengan
“Habasa-Yahbisu ahbisan”.!!

Adapun istilah syara, wakaf secara umum didefinisikan sebagai sejenis
pemberian yang dilaksanakan dengan jalan menahan asalnya (tahbisul ashli),
dan menjadikan manfaatnya berlaku secara umum. Tahbisul ashli disini,
mengandung makna yaitu menahan harta yang diwakafkan itu agar tidak
dipindah ditangan oleh penerima wakaf baik dengan cara diwariskan, dijual,
dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan yang dimaksud
dengan cara pemanfaatan harta yang diwakafkan adalah menggunakannya
sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan. Jadi wakaf
ialah menahan suatu benda yang kekal, yang dapat diambil manfaatnya guna
diberikan dijalan kebaikan.** Sementara dalam Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 Tentang Wakaf, menyatakan bahwa ; “Wakaf adalah perbuatan
hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda
miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu
sesuai dengan kepentingannya guna keperluan Ibadah dan kesejahteraan
umum menurut syariah.” **

Pengertian wakaf yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor

28 Tahun 1977 mengungkapkan tiga hal, yaitu:

1999),

1 Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada,2002), him.25
2gyparman Usman, Hukum Perwakafan Di Indonesia, (Jakarta: Darul Ulum Press,

him.26

3Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan,
dan Perwakafan), (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), him.15

1UU. No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1, Ayat 1
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1. Wakif atau pihak yang melakukan wakaf sebagai orang perseorangan atau
badan hukum seperti badan usaha atau organisasi kemasyarakatan.

2. Pemisahan tanah-tanah milik tidak menunjukkan adanya peralihan hak
milik atas tanah-tanah milik wakaf. Namun, dengan menitikberatkan pada
istilah yang ditentukan, dilembagakan selamanya, peraturan tersebut
menunjukkan bahwa aset wakaf telah berubah pemiliknya, dari milik
pribadi atau moral menjadi milik umum.

3. Tanah wakaf digunakan untuk ibadah atau keperluan umum lainnya
menurut ajaran Islam Dalam kamus besar bahasa Indonesia wakaf
diartikan “sesuatu yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagai
derma atau untuk kepentingan umum yang berhubungan dengan agama”."

Definisi wakaf dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan
wakaf adalah menahan suatu harta atau benda yang memiliki nilai-nilai
manfaat, kemudian manfaat dari barang inilah yang dikelola untuk segala
kepentingan pribadi dan keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Maka berdasarkan uraian diatas, yang dimaksud dengan dimanfaatkan wakaf

adalah suatu pengelolaan atas benda wakaf untuk diambil manfaatnya sesuai

dengan tujuan dan fungsi wakaf agar dapat berguna bagi masyarakat umum.

Dasar Hukum Wakaf

Kedudukan Al-Quran dalam hukum Islam sebagai sumber hukum
utama berarti bahwa Al-Quran merupakan sumber utama dari segala sumber
hukum. Penggunaan sumber hukum lain haruslah sesuai dengan petunjuk

yang terdapat dalam Al-Quran dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan

Y Sunuwati, Hukum Perwakilan, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), him.
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yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, apabila seseorang ingin mencari solusi
terhadap suatu masalah, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan
penelusuran dalam Al-Quran untuk menemukan jawaban atas permasalahan
tersebut, selama penyelesaian hukum tersebut dapat ditemukan dalam Al-
Quran.*

Al-Quran tidak terdapat ayat yang menerangkan konsep wakaf secara
eksplisit. Karena wakaf merupakan bagian dari infag, maka dasar yang
digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada
keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq. Wakaf
sebagai ajaran dan tradisi yang telah disyari‘atkan, mempunyai dasar hukum
baik dalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah serta Ijma’. Kutipan dalam Al-
Qur'an tidak terdapat ayat yang secara eksplisit dan jelas-jelas merujuk pada
pemmasalahan wakaf, namun beberapa ayat yang memerintahkan manusia
tersebut baik untuk kebaikan masyarakat dipandang oleh para ulama sebagai
landasan perwakafan.'” Hanya pemahaman secara tersirat mengenai ajaran
wakaf. Sebagaimana dalam Al-Qur’an :

a. Al-Qur’an surat Al-Hajj Ayat 77

S 1 85 ke il 1555 | \am

E\

m
C- \
2"

\
P

Terjemahanya:

®sudirman, “Politik Transaksional dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia”,
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 10 No. 1, Januari (2012), 99-110.
" Achmad Djunaidi dan Thobienb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf, Pedoman Pengelolahan

Wakaf Tunai, Cek. V. Jakarta : 2007
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Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah
Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung.*®

Ayat di atas menerangkan bahwa sedekah jariah yang yang dimaksud
adalah wakaf, dimana pokok bendanya tetap sedang manfaat benda yang
diwakafkan itu mengalir terus sehingga tetap mendapat pahala atas amalnya
meskipun ia telah meninggal dunia.

Selain dasar dari Al-Qur’an dan hadis di atas, para ulama sepakat
menerima wakaf sebagai suatu amal jariyah yang disyariatkan dalam Islam.
Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam
Islam karena telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan
oleh para sahabat Nabi dan kaum muslimin sejak masa awal Islam hingga
sekarang.

b. Al-Qur’an surat Al-Imran ayat 92
$,\z ;&s\ ?\; W 2 \,f;.j,{u/ﬁf,{;‘ ﬁ\}.\sﬂ.j;‘ - 1’\\ }ij 1
rﬂl‘“ OB so6™ (o | 9iacd L O g )‘M@’J‘S :J uj

Terjemahnya :

Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna)
sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun
yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.
(Q.S. al-Imran : 92)*°

Ayat diatas menerangkan bahwa Khalifah Umar bin Khatab r.a.
mewakafkan sebidang tanah di Khaibar sesuai anjuran Rasulullah saw., untuk

kepentingan umat Islam pada waktu itu dengan syarat tanah itu tidak boleh

®Kemenag, Al-Qur“an dan Terjemah, (Bandung: Sygma Examedia
Arkanleema, 2010), him. 278
YAl-Hafidz Ibnu Hajar Al-,,Asqalami, “Terjemahan Bulughul Maram” , (Surabaya :

Mutiara Ilmu, 2011), Cek 1, h. 240
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dijual, tidak boleh dihibahkan kepada orang lain dan tidak boleh diwariskan.
Menafkahkan harta yang tersebut dalam Al-Qur’an tidak kurang dari 73
tempat, dalam skripsi ini penulis kutipan 2 ayat saja, yang secara umum
mengancurkan agar kaum mulimin bersedia menafkahkan sebagian
kekayaannya baik yang berkonotasi pada nafkah wajib, seperti zakat atau
memberi nafkah keluarga maupun yang menunjukkan hukum sunnah seperti
sedekah hibah, wakaf dan lainnya. Selain itu, Allah menjanjikan kepada orang
yang menafkahkan hartanya akan dilipatgandakan pahalanya menjadi 700
lipat.
c. Hadits/Sunnah Rasulullah SAW

Mengemukakan dasar hukum dari Al-Qur’an, para fuqoha juga
menyandarkan masalah wakaf ini kepada hadits Nabi Muhammad SAW.
Berikut ini adalah beberapa hadits yang menyinggung tentang wakaf :

Hadits dari Abu Hurairah r.a yang diriwayatkan olen Muslim.

<204

s a1 5 e 3 dle 51 Gl jla d830a G ) ARG (e ) Al A6 pla) HLAY) Gia 1))
A el
Artinya :

“Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Apabila
anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga hal, yaitu:
sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan
kedua orang tua.” 20

Beberapa Ayat Al-Qur’an dan Hadits Nabi yang menyinggung tentang

wakaf tersebut tampaknya tidak tegas. Hal ini karenakan adanya hukum-

2Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-,,Asqalani, “Terjemahan Bulughul Maram”, (Surabaya :
Mutiara limu, 2011), Cek, I, h. 240.
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hukum wakaf tersebut yang ditetapkan berdasarkan ayat dan hadits di atas.
Sehingga ajaran dalam perwakafan ini di letakkan di wilayah yang bersifat
ijjtihadi, bukan ta”abbudi, khususnya yang berkaitan dengan aspek
pengelolahan, jenis wakaf, syarat peruntukan dan lain-lain.

Meskipun demikian, dari kedua sumber hukum tersebut telah mampu
menjadi pedoman para ahli fikih Islam dalam menentukan hukum-hukum
wakaf. Sejak masa Khulafa”ur Rasyidin, dalam membahas dan
mengembangkan hukum-hukum wakaf telah menggunakan metode
penggalian hukum (ijtihad) mereka masing-masing. Sebab itu sebagian besar
hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan
menggunakan metode ijtihad seperti giyas, maslahah dan lain-lain.

Oleh karenanya, ketika suatu hukum (ajaran Islam yang masuk dalam
wilayah ijtihad, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel dan terbuka
terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, fururistik atau berorientasi pada
masa depan yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Demikian, beberapa hadits di atas menyariatkan wakaf sebagai
tindakan hukum dengan cara melepaskan hak kepemilikannya atas asal barang
memperoleh pahala dari Allah SWT. Kepentingan tersebut dapat berupa
kepentingan sosial atau kepentingan agama.

Rukun dan Syarat Wakaf
A. Rukun Wakaf

Wakaf adalah suatu perbuatan hukum, oleh karena itu dalam

pelaksanaannya haruslah memperhatikan syarat dan rukunnya agar 19 wakaf

dapat dinyatakan sah.
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Menurut jumhur ulama, rukun wakaf ada empat (4), yaitu :
1) Wakif (orang yang mewakafkan hartanya)
2) Mauquh (barang atau harta yang diwakafkan)
3) Maugquh Alaih (tujuan wakaf/pihak yang diberi wakaf)
4) Shinghat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk
mewakafkan sebagian harta bendanya) %
B. Syarat Wakaf (wakif)

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan
hukum atau kamalul ahliyah (legal competent) dalam membelanjakan
hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat (4) kriteria, yaitu :

Pertama, Berakal Sehat dalam hukumnya wakaf tidak sah ketika
dilakukan oleh orang gila, sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz dan tidak
cakap melakukan akad dan tindakan lain. Sedangkan wakaf orang yang lemah
mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan.
Hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurnah dan tidak cakap untuk
menggugurkan hak miliknya.?

Kedua, Dewasa (baligh) Dewasa artinya seseorang yang cakap dalam
bertindak atau ia yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang
buruk. Dalam perspektif figih, seseorang dikatakan balight apabila ada tanda-

tanda pada dirinya sperti ia telah mimpi bersenggama (basah) atau telah

“’Menurut Salam sebagaimana dikutip oleh Faishal Haq, Hukum Perwakafan Di
Indonesia, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2017), Cet. L, h. 6

22 |dris, A. Manan, dkk. Aktualisasi Pendidkan Islam Respon Terhadap
Problematika Kontemporer. Jakarta: Hilal Pustaka, 2009.
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mencapai umur 15 sampai 17 tahun.”® Wakaf yang dilakukan oleh anak yang
belum dewasa (balight), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap
melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

Ketiga, Merdeka Wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara
memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan seorang hamba
sahaya tidak mempunyai hak milik, bahkan dirinya dan apa yang ia miliki
adalah kepunyaan tuannya.? Oleh karena itulah, wakaf yang dilakukan oleh
seorang budak (hamba sahaya) tidak sah. Namun, seorang hamba sahaya
dapat mewakafkan hartanya baik yang diperoleh dari jalan waris atau tabarru”
apabila ia mendapatkan ijin dari tuannya.

Keempat, Tidak berada dibawah pengampuan (boros/lalai) Orang yang
berada dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan
(tabarru”), maka atas dasar itulah, wakaf yang ia lakukan hukumnya tidak
sah.® Tetapi berdasarkan istihsan wakaf orang yang berada dibawah
pengampuan yang ditunukkan untuk dirinya sendiri selama ia hidup, maka
hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta
wakaf yang dimiliki supaya tidak habis dibenjakan untuk sesuatu yang tidak
penting, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.

C. Syarat Mauquf ¢ Alaih (Tujuan/Penerima Wakaf)
Apabila yang dimaksud dengan Mauquf , Alaih adalah tujuan wakaf

(peruntukan wakaf), maka tujuan wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas

“Menurut Asy-Syarbini Sebagaimana Dikutip Oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf,
Figih wakaf., h. 20 22
*Sunuwati, Lc., Hukum Perwakafan. (Parepare: IAIN Parepare 2023)

Riyanto, R. (2018). Optimalisasi Pengelolahan Wakaf (Studi Di Kabupaten Sidrap
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yang disesuaikan dan diperbolekan berdasarkan syariat Islam baik dalam hal

peribadatan atau hal umum lainnya.?® Guna menjalankan tujuan dari wakaf

tersebut, haruslah ada seseorang, sekelompok orang atau badan hukum yang

menerima dan mengelolah wakaf agar sesuai dengan tujuannya yaitu nadzir.

Dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 9

huruf a, menjelaskan bahwa syarat-syarat menjadi nadzir Perorangan yaitu:

1)
2)
3)
4)
5)

1)

2)

3)

Warga Negara Indonesia

Beragama Islam

Dewasa amanah

Mampu secara jasmani dan rohani
Tidak terlarang melakukan hukum.?’

Sedangkan Syarat untuk menjadi Nadzir Badan Hukum adalah
Pengurus Badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir
perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1
Badan hukum vyang di bentuk sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan,

permasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

C. Tinjauan Konseptual

Proposal Skripsi ini berjudul ‘“Pandangan Masyarakat Terhadap

Perubahan Harta Wakaf (Studi Kasus Di Kecematan Baranti Kabupaten Sidrap).

*®Faishal Hag, Hukum Perwakafan Di Indonesia, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,

2017), Cet L, h. 13

?"Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 9 huruf a 26 Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 9 huruf b 26
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dan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari skripsi, maka pakan
dikemukakan defenisi judul sebagai berikut:
1. Pandangan Masyarakat
Masyarakat bangga ketika mendengarkan bahwa tanah ini di wakafkan
sebagai pembangunan sekolah agar masyarakat disekitar sini bisa
menyekolahkan anaknya. Pemilik tanah di alihkan kepada H. P. Mersade
untuk mengelolah tanah wakaf dan berinisiatif untuk memulai proses kegiatan
sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan
masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula
berpartisipasi.?®
Berdasarkan pengertian tersebut, pada dasarnya partisipasi merupakan
suatu bentuk keikutsertakan secara aktif karena alasan dari dalam maupun luar
dalam keseluruan proses kegiatan yang mencakup pengambilan keputusan
dalam pengorganisiran, perencanaan, pelaksanaan, penghalian (pemantuan,
evaluasi), serta pemnafaatn hasil-hasil kegiatan yang dicapai.”® Maka yang
dimaksud penulis adalah apakah proses pembangunan sekolah tersebut sudah
sesuai dengan yang di harapkan oleh masyarakat.
2. Perubahan Tanah Wakaf
Perubahan peruntukan tanah wakaf di Kecematan Baranti Kabupaten

Sidrap. Pada awalnya diperuntukan guna sarana pembangunan sekolah namun

®Huraeroh. Abu, 2008, Pengorganisiran dan Pengembanga Masyarakat. Humaniora,
Bandung. h. 102-103

2Adi. Isbandi Rukminto, intervensi komunitas dan pengembangan masyarakat (sebagai
upaya pemberdayaan masyarakat), 2013 Depok. h. 211-213
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telah mengalami perubahan bentuk dan kondisi untuk perluasan.®® Rumusan

masalah penelitian ini adalah.

(1) Apa saja faktor penyebab terjadinya perubahan peruntukan tanah wakaf di
Kecematan.

(2) Bagaimana akibat hukum dari peruntukan tanah wakaf yang tidak sesuai

dengan tujuan semula pada kasus tanah wakaf di Kecematan Baranti.

D. Kerangka Berpikir

Penelitian ini membahas mengenai pandangan masyarakat terhadap
perubahan harta wakaf (studi kasus di Kecematan Baranti Kabupaten Sidrap).
Yang mana penelitian ini berfokus pada bagaimana pandangan masyarakat
terhadap penerapan tanah wakaf dan berubahan.

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang pandangan
masyarakat terhadap perubahan harta wakaf berhubungan dengan berbagaai
faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.*

Untuk mengetahui sistem wakaf secara menyeluruh yang dilakukan di

Kecematan Baranti Kabupaten Sidrap dapat dilihat sebagai berikut :

°Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung : PT. Refika
Aditama,
2006), h. 57
*IDirektorat Pemberdayaan Wakaf, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif
Strategis, h. 97-101.
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i.  Upaya pengelolaan harta wakaf tanah di Kecematan Baranti Kabupaten Sidrap

ii.  Upaya dalam pemberdayaan harta wakaf di Kecematan Baranti Kabupaten

Sidrap

iii.  Pengelolaan Administrasi Harta wakaf di Kecematan Baranti Kabupaten

Sidrap

iv.  Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan harta wakaf di Kecematan

Baranti Kabupaten Sidrap

Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Pengertian Wakaf dan Dasar Hukumnya

A

Adanya Database Wakaf
Terintegrasi

Penguatan Regulasi Wakaf

Hasil Penelitian

Sosialisasi terkait Pentingnya
Wakaf




BAB IlI
METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan
pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses data yang
diperoleh melalui hasil wawancara, observasi, atau dari jumlah dokumen.
Data-data tersebut kemudian diolah, dirangkum dan diseleksi dan dimasukkan
dalam kategori yang sesuai. Melalui metode kualitatif, penelitian. Pendekatan
kualitatif merupakan pendekatan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan
dari orang-orang dan perilaku yang diamanati.*
2. Jenis Penelitian
Penulis berusaha untuk menjelaskan dan membahas secara detail dan
rinci mengenai pembahasan dan permasalahan yang diangkat dengan
sistematis dalam menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan
penulisan karya ilmiah agar pendekatan yang digunakan mampu
menjelaskannya dan mencapai tujuan dari peneliti.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian
lapangan (field research) ialah penelitian yang berproses dengan melihat
secara lebih mendetail terkait suatu golongan sosial dengan segala cara

tertentu untuk mendapatkan deskripsi yang diatur dengan baik menyeluruh.®

%2 Amiruddin Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali
Press, 2010), h. 133

%Trianto, Pengantart Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan
Dan Tenaga Kependidikan, (Jakarta: Kencana Media Group, Cet 1, 2010) h. 197

21
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Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian secara langsung dengan
mengamati objek penelitian tersebut, dengan mengadakan wawancara
terhadap objek penelitian untuk memperoleh data-data yang akan diperlukan
dalam penelitian. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha
mendeskripsikan peristiwa dan kajadian yang terjadi pusat perhatian tanpa

memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang akan menjadi tempat pelaksanaan penelitian ini
ialah Kecematan Baranti Kabupaten Sidrap. Alasan terkait mengenai mengapa
peneliti memiliki lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan
pengamatan peneliti, tertarik untuk mengetahui bagaiman penerapan
perubahan harta wakaf yang terjadi di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap.
Lokasi penelitian ini memungkinkan peneliti mendapatkan data dan informasi
tambahan yang dapat dijadikan sebagai perkembangan pengetahuan.
2. Waktu Penelitian
Waktu pelaksanaan penelitian ini ialah melaksanakan seminar
proposal penelitian serta mendapatkan surat izin untuk melanjutkan penelitian.
Penelitian ini akan dilaksanakan selama dua bulan waktu penelitian.
C. Fokus Penelitian
Berdasarkan judul penelitian, maka peneliti akan berfokus pada
pandangan masyarakat terhadap perubahan harta wakaf (studi kasus di Kecematan
Baranti Kabupaten Sidrap. Dengan menganalisis teori yang terkait dengan data

yang akan diteliti dilapangan.
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D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari
responded dan informasi melalui wawancara serta observasi langsung
dilapangan. Data primer ialah bersumber dari Tokoh Agama, Tokoh
Masyarakat dan Pemerintah serta beberapa diantara masyarakat yang pernah
terlibat dalam urusan harta wakaf.** Dalam artian, data yang peneliti diperoleh
adalah data yang langsung dari lapangan. Sumber data peneliti melalui
Kecematan Baranti Kabupaten Sidrap.

Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang peneliti diperoleh secara tidak
langsung serta melalui perantara. Baik yang didapatkan dari hasil bacaan buku
serta bahan dari pustaka. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini
ialah buku, jurnal, skripsi serta dokumen lainnya yang memiliki hubungan

serta berkesinambungan mengenai permasalahan yang diteliti.*

E. Teknik Pengelolahan Data

Teknik pengumpulan data ialah segala hal-hal yang memiliki keterkaitan

dengan seperti apa atau dengan cara apa data tersebut dikumpulkan. Salah satu
pendekatan dalam penelitian GT adalah peran peneliti sendiri sebagai instrumen
pengumpulan data, juga sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data,
penganalisis, penfsir data dan pelapor hasil penelitian. Ada 2 (dua) metode utama

yang dapat digunakan secara simultan dalam proses kerja pengumpulan data itu,

21.

**Dewi Sadiah, Metode Penelitian Dakwah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015). h.

*Burhan Bugin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan llmu

Sosial Lainnya, Jakarta: Pradana Media Grup, (2010), h. 108.
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yaitu wawancara mendalam (in-depth inverview) dan observasi, disamping itu

dikumpulkan juga dokumen yang relevan dan studi literatur berupa teori yang

terkait pada penelitian®. Penelitian ini menggunakan empat teknik pengumpulan

data yakni, observasi, wawancara, dokumentasi,. Penjelasannya sebagai berikut:

1.

Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan langsung dan
pencatatan dengan sistematis atas peristiwa-peristiwa yang akan diteliti.*’
Dalam observasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait dan data
lapangan yang terkait Pandangan Masyarakat Terhadap Perubahan Harta
Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap). Pengertian lain
mengenai teknik observasi adalah cara menganalisasi dan mengadakan
pencatatan secara sistematis dengan melihat atau mengamati secara langsung
keadaan lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang

permasalahan yang diteliti.

Wawancara
Wawancara merupakan untuk pengumpulan informasi dengan cara

mengajukan jumlah pertanyaan secara lisan.®

Wawancara dapat juga
diartikan sebagai proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab
seperti bertatap muka antara pewawancara dengan orang-orang Yyang
diwawancarai untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait dengan

permasalahan yang diteliti. Proses wawancara yang menjadi objek adalah

(2002)

*Budiman, M.HI., Metode Pengumpulan Data, (Parepare: IAIN Parepare Press. 2022)
*Lexi Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdayakarta,

%8suharsimi Arikunto, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik,

dan llmu Sosial Lainnya, Jakarta: Pradana Media Grup, (2010), h. 108
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Nadzir, tokoh Agama Tokoh Masyarakat dan Pemerintah serta beberapa
masyarakat yang pernah terlibat dalam harta wakaf. Teknik pengumpulan data
dengan wawancara ini dilakukan dengan menggunakan kata-kata dengan

memberikan pertanyaan kepada sumber data primer.

Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari
dokumen-dokumen dan pustaka bahan analisis dalam penelitian ini.*® Teknik
ini dipergunakan mengetahui dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal
yang akan penulisan teliti. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan bukti-
bukti atau catatan-catatan penting terkait Pandangan Masyarakat Terhadap
Perubahan Harta Wakaf (Studi Kasus di Desa Duampanua Kecamatan Baranti

Kabupaten Sidrap)

Trianggulasi
Trianggulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat
menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang

4 Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan yang

ada
bermanfaat sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara
vterhadap objek penelitian. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data
yang berbeda-beda dari sumber yang sama. Sedangkan peneliti menggunakan

teknik wawancara mendalam dan dokumen untuk sumber data yang sama.

(2004)

% Burhan Bugin, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

* Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2005), h.336
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F. Uji Keabsahan Data
Teknik Pemeriksaan keabsahan data yang dapat diterapkan pada penelitian
kualitatif yaitu dengan melakukan uji krebilitas, transferbilitas, dependabilitas dan
konfirmabilitas. Pengujian keabsahan data dimaksud untuk menjawab keraguan
yang ada.
1. Uji Credibility (Validitas Internal)

Uji credibility (kreadbilitas) merupakan uji kepercayaan pada terhadap
data yang disajikan dari peneliti kualitatif dapat dilakukan dengan melakukan
perpanjangan pengamatan. Data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya
persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya
terjadi pada objek yang diteliti. Ketika dilapangan ditemukan bahwa terdapat
kesusahan ketua hakim dalam menjelaskan batas usia kawin menurut Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2019, maka kesulitan inilah yang akan di eksplorasi
oleh penelitian lebi/h detail.

2. Transferability (Validitas Eskternal)

Transferbilitas pada penelitian kualitatif berkenaan dengan pertanyaan,
dimana penelitian dapat diterapkan atau di gunakan dalam situasi lain.
Olehnya, peneliti harus mampu untuk membuat laporan secara rinci,
sistematis, jelas tentang masalah yang diteliti dilapangan sehingga dapat
dipercaya.

3. Dependability (Reliabilitas)

Dalam penelitian kualitatif, uji dependibilitas dilakukan untuk

mengecek seluruh proses penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengetahui

sejauh mana kesamaan antara penelitian dan lapangan. Seringnya terjadi data
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yang tidak valid karena peneliti tidak melakukan observasi dilapangan,
sehingga menimbulkan ketidak cocokan antara lapangan dan penelitian.*
4. Confirmability (Obyektifitas)

Uji Konfirmabilitas adalah pengujian hasil penelitian yang dikaitkan
dengan proses yang telah dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi
dari proses penelitian, maka penelitian tersebut sudah memenuhi standar
confirmability. Dalam artian hasil penelitian ada karena ada proses penelitian
yang dilakukan di lapangan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pencarian dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dan hasil wawancara, pengamatan lapangan, dan
dokumentasi. Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif
dengan melihat aspek-aspek objek penelitian.

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak
memasuki lapangan, dan setelah selesai dilapangan. Analisis data adalah
pegangan bagi peneliti, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung

selama proses pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data.

1. Reduksi Kata
Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, maka dari itu perlu
dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama penelitian kelapangan, maka
jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Oleh

karena itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

“Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karyra llmiah Berbasis Teknologi Informasi, Parepare:
IAIN Parepare, (2020), h. 23
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Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
menfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang
tidak penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan melakukan
pengumpulan data selanjutnya.
. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menampilkan data.
Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa
yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah
dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan
dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan
sejenisnya, yang paling sering digunakan untuk menampilkan data dalam
penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.
. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah penarikan kesimpulan
dari data-data yang diperoleh. Dari hasil data yang diperoleh harus di uji
keabsahan atau kebenarannya sehingga keaslian dari hasil penelitian dapat
terjamin. Namun sewaktu-waktu dapat berubah jika kemudian hari ketika
menemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data

berikutnya.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Penerapan Perubahan Harta Wakaf di Kecamatan Baranti Kabupaten

Sidrap

Perubahan status atau penggunaan tanah wakaf merupakan proses
yang melibatkan berbagai tahapan dan harus mematuhi ketentuan hukum
syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap negara.*
Ada beberapa proses yang bisa menjadikan proses perubahan tanah wakaf

khususnya di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap.

Proses utama dalam perubahan penggunaan tanah wakaf yang
mulanya hanya tanah kosong, kini menjadi lebih di manfaatkan untuk
kepentingan pendidikan dan keagamaan. Hal itu terjadi karena adanya
kebutuhan dari masyarakat untuk melakukan perubahan. Misalnya, perubahan
penggunaan atau pengalihan hak. Hal ini bisa disebabkan oleh kebutuhan
pembangunan, peningkatan nilai guna tanah, atau perubahan sosial-ekonomi
di masyarakat.** Namun, perubahan tersebut harus didasarkan pada
kepentingan publik dan tetap mematuhi tujuan awal wakaf yang bersifat sosial
dan religius.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rusman Katoe selaku pihak

yang bertanggungjawab atas tanah wakaf ketika di wawancarai mengatakan :

“Pada saat itu ada pemberian tanah wakaf dari Puang Katoe untuk
didirikan sekolah dasar, awalnya tanah itu kosong, hanya ada kuburan dan

*2 Umi Latifa, ‘Aspek Perkembangan pada Anak Sekolah Dasar: Masalah dan
Perkembangannya’, academica 1. 2 (2017), h. 16
*3 Luluk Fikri Zuhriyah, Perwakafan tanah Di Indonesia (Jakarta: Grafindo, 2002). h. 87
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sumur. Namun seiring perubahan kebutuhan masyarakat, akhirnya tanah
itu dijadikan lahan untuk mendirikan sekolah™**

Hal itu juga dipertegas dari Bpk. Abd Majid Habe, ia mengatakan

bahwa :

“Tanah wakaf di daerah ini awalnya masih kosong, tapi karena masyarakat
membutuhkan sekolah untuk kepentingan pendidikan anak cucu ke depan,
maka kami berinisiatif untuk mendirikan sekolah agar dapat dinikmati
oleh banyak orang”*

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa, adanya pemberian
secara lisan dari Puang Katoe sebagai pemilik tanah wakaf yang diberikan
kepada masyarakat Kelurahan Duampanua, awalnya tanah wakaf tersebut
hanya ada, kuburan dan sumur tua, tetapi seiring berjalannya waktu,
masyarakat mulai mengidentifikasi kebutuhan umum vyaitu dimanfaatkan
untuk mendirikan Sekolah Dasar (SD).

Berdasarkan hasil wawancara dengan lIbu. Hj. Rusni Laba, ia

mengatakan bahwa :

“sebelum masyarakat membangun sekolah dasar, tanah tersebut
digunakan untuk kepentingan ummat, yaitu membangun musholla
untuk dipakai beribadah masyarakat setempat. Setelah pembangunan
musholla itulah, masyarakat akhirnya sepakat untuk menggunakan
untuk kepentingan pendidikan”*

Hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya proses perubahan
tanah wakaf yang mulanya hanya sebidang tanah kosong, kini telah didirikan
mushollah dan fasilitas pendidikan sekolah dasar. Proses perubahan tersebut

seiring dengan kebutuhan masyarakat akan tempat beribadah dan bersekolah

2023

** Rusman Katoe, Pengelolah Tanah Wakaf, Wawancara di rumah, 22 Juni 2023
> H. Abd Majid Habe, Mantan Ketua KUA, Wawancara di rumah 22 Juni 2023
*® Hj. Rusni Laba, Kepala Sekolah SD 7 Negeri Baranti, Wawancara di sekolah, 24 Juni
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bagi anak-anak mereka di masa mendatang. Lebih jauh, proses perubahan
tanah wakaf tersebut awalnya tidak melalui proses administrasi yang panjang,
melainkan hanya sebatas selembar kertas sebagai tanda bukti persetujuan dari
pemberi tanah wakaf kepada masyarakat yang mewakili atas kesediaannya
untuk menerima apabila suatu saat tanah itu digunakan untuk kepentingan
umum termaksud kepentingan ibadah dan pendidikan.

Hasil wawancara dengan lbu. Hj. Rusni Laba, beliau mengatakan

bahwa :

“sebelum mendirikan musholla dan sekolah, kami meminta izin
kepada Puang Katoe untuk tanah tersebut diniatkan untuk kepentingan
agama dan pendidikan, waktu itu ada hitam di atas putih yaitu map
yang berisi kertas perjanjian dan kemudian di tanda tangani sebagai
bukti bahwa pemberi tanah wakaf bersedia tanahnya agar digunakan
untuk tujuan kemaslahatan. Begitu prosesnya”47

Hal senada juga disampaikan Ibu Rusdia Yusuf, ia
menjelaskan bahwa :

“itu tanah wakaf awalnya tidak memiliki sertifikat, hanya bentuk
kepemilikan atas dasar hak kuasa, tapi setelah ada peraturan
pemerintah tentang peraturan tanah wakaf makanya sekarang itu sudah
diuruskan dan tanah wakafnya itu sudah memiliki sertifikat™*®

Hasil wawancara tersebut menunjukkan, adanya proses yang
terstruktur sesuai dengan proses perubahan tanah wakaf yang seharusnya.
Seperti adanya permohonan izin kepada pemilik, kesepakatan sebelum
mengubah tanah wakaf, dilakukan secara transparan untuk menjaga

kepercayaan masyarakat serta memastikan tujuan wakaf sesuai dengan apa

*"Hj. Rusni Laba, Kepala Sekolah SD 7 Negeri Baranti, Wawancara di sekolah, tanggal
24 Juni 2023

8 Rusdia Yusuf, Pengelolahan data di Duampanua, Wawancara di Kantor Kelurahan,
tanggal 24 Juni 2023
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yang disepakati, juga sertifikasi tanah yang mengikuti peraturan pemerintah.
Hal ini juga tentu didasarkan pada ketentuan hukum syariah. Dalam
praktiknya, proses ini bisa berbeda-beda tergantung pada negara dan peraturan
lokal yang berlaku. Namun, prinsip utamanya adalah memastikan bahwa
perubahan tanah wakaf dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan
tujuan awal wakaf serta manfaatnya bagi masyarakat.
. Pandangan Masyarakat Terhadap Perubahan Tanah Wakaf

Pandangan masyarakat terhadap perubahan tanah wakaf di Kecamatan
Baranti, Kabupaten Sidrap, cukup bervariasi berdasarkan beberapa faktor
seperti pemahaman agama, kebutuhan ekonomi, pengalaman pribadi, dan
pengaruh sosial. Sebagian masyarakat yang memiliki pemahaman mendalam
tentang konsep wakaf dalam Islam cukup mendukung adanya perubahan yang
bertujuan untuk kemaslahatan umum. Mereka menyadari bahwa wakaf adalah
salah satu instrumen ekonomi Islam yang bertujuan untuk kesejahteraan umat.
Jika perubahan tanah wakaf dilakukan untuk meningkatkan manfaatnya,
seperti membangun sekolah, masjid, rumah sakit, atau fasilitas umum lainnya,
mereka akan mendukung karena melihat tujuan mulia di balik perubahan
tersebut.

Hal itu sebagaimana yang disampaikan Bpk. Andi Mappabeta Koro

ketika di wawancarai, ia mengatakan bahwa :

“tanah wakaf jika awalnya sudah diberikan untuk kepentingan umum,
maka pasti akan digunakan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin
demi kepentingan masyarakat. Apalagi dalam Islam sendiri kita
diajarkan bahwa jika ada yang memberikan tanah wakaf untuk
kepentingan banyak orang akan dihitung sebagai pahala jariyah selama
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tanah itu digunakan oleh masyarakat. Yang terpenting adalah semua
prosesnya tidak ada yang melanggar syariat agama.”49

Hal itu juga ditegaskan oleh Ibu Rusnina ketika di wawancaral, ia juga

mengatakan:

“tanah wakaf itu sejak awal diberikan berdasarkan kepentingan
bersama, masyarakat juga sangat senang ada yang mewakafkan
tanahnya demi kepentingan banyak orang, yang paling utama dari
prosesnya tidak dilakukan secara curang atau untuk membangun
tempat-tempat yang tidak sama sekali bisa dimanfaatkan untuk
kepentingan sosial dan agama, tapi sejauh ini alhamdulillah tanah
wakaf tersebut sesuai dengan prosedur peraturan pemerintah dan
hukum syariah, karena dalam prosesnya juga melibatkan tokoh agama
dan pemerintah setempat”50

Berdasarkan dari dua hasil wawancara yang disampaikan oleh Andi
Mappabeta Koro, dan Rusnina penulis menggarisbawahi betapa pentingnya
tanah wakaf dalam konteks kepentingan umum dan sosial. Bpk. Andi
Mapabeta Koro menekankan bahwa tanah wakaf yang diberikan untuk
kepentingan umum akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan
semaksimal mungkin demi kepentingan masyarakat. la juga menekankan
bahwa dalam ajaran Islam, memberikan tanah wakaf untuk kepentingan
banyak orang akan dihitung sebagai pahala jariyah selama tanah tersebut
digunakan oleh masyarakat. Hal ini menekankan nilai spiritual dan
keagamaan dari tindakan mewakafkan tanah, yang mana selama prosesnya

tidak melanggar syariat agama.® Ibu Rusnina memperkuat pandangan

“9Andi Mappabeta sebagai perwakilan Kantor Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti
Wawancara tanggal 24 Juni 2023

*® Rusdia Yusuh, bagian keluarga Katoe, Wawancara tanggal 25 Juni 2023

*! Pusat Pengkaji Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009).
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tersebut dengan menyatakan bahwa sejak awal, tanah wakaf diberikan
berdasarkan kepentingan bersama. Masyarakat sangat menghargai dan senang
ketika ada individu yang mewakafkan tanah mereka demi kepentingan umum.
Poin utama yang ia sampaikan adalah bahwa proses wakaf harus bebas dari
kecurangan dan digunakan untuk membangun tempat-tempat yang bermanfaat
untuk kepentingan sosial dan agama. Ibu Rusnina juga menegaskan bahwa
sejauh ini, tanah wakaf tersebut telah sesuai dengan prosedur peraturan
pemerintah dan hukum syariah, dengan keterlibatan tokoh agama dan
pemerintah setempat dalam prosesnya.

Kedua wawancara ini secara komprehensif menyoroti bahwa tanah
wakaf memiliki tujuan mulia untuk kepentingan masyarakat luas dan
memiliki nilai pahala yang besar dalam ajaran Islam. Proses pemberian dan
pemanfaatan tanah wakaf harus sesuai dengan syariat Islam dan hukum yang
berlaku, dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten untuk memastikan
keabsahan dan manfaat dari tanah wakaf tersebut. Kesadaran dan kepatuhan
terhadap prosedur yang berlaku, serta niat tulus untuk kepentingan umum,
menjadi esensi utama dalam praktik wakaf tanah, sebagaimana yang
disampaikan oleh Bpk Andi Mappabeta Koro dan Ibu Rusdia Yusuf

Di sisi lain, ada juga sebahagian masyarakat yang kurang memahami
konsep wakaf, mereka merasa khawatir atau skeptis terhadap perubahan tanah
wakaf. Sebahagian mereka ada yang menganggap bahwa perubahan tersebut
bisa menyimpang dari niat awal wakif (orang yang mewakafkan).
Ketidakpastian dan kurangnya informasi bisa memicu ketidakpercayaan

terhadap proses perubahan ini.



35

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Haerani Surahman, ia

mengatakan bahwa:

“secara pribadi sebenarnya saya kurang paham tentang konsep tanah wakaf,
hanya pemberitahuan saja bahwa ada orang mau mewakafkan tanahnya untuk
kepentingan bersama. Tetapi seiring berjalan waktu ternyata ada niat mau
berubah, kami sangat senang sejujurnya hanya saja khawatir penggunaan
tanah wakaf tersebut tidak sesuai prosedur kesepakatan awal, apalagi ada
beberapa masyarakat yang tidak sempat hadir saat pemberitahuan, mungkin
akan lebih baik jika ada niatan seperti itu seluruh masyarakat harus
dilibatkan™>

Kekhawatiran itu juga disampaikan lIbu Jihan Ramadhani saat di
wawancarai, ia mengatakan bahwa:

“sebenarnya sejak awal pada saat ada pembertahuan kami cukup senang,
namun saat proses perubahan tanah tersebut, ada sebagian masyarakat yang
tidak ada saat itu karena ada urusan keluar kota, jadi ada kekhawatiran adanya
penyalahgunaan alias jangan sampai digunakan untuk kepentingan segelintir
orang. Tapi bagusnya, semua yang menjadi kekhawatiran itu dijelaskan oleh
Tokoh Agama di sini sehingga kami dapat percaya bahwa dalam prosesnya
cukup baik tanpa adanya tujuan penyalahgunaan”S3

Berdasarkan dari dua hasil wawancara dengan Ibu Jihan Ramadhani
dan lbu Haerani Surahman menggambarkan kekhawatiran dan harapan
masyarakat mengenai proses dan pemanfaatan tanah wakaf. Haerani
Surahman mengakui bahwa secara pribadi ia kurang memahami konsep tanah
wakaf, namun ia mengetahui adanya orang yang mewakafkan tanah untuk
kepentingan bersama. Meskipun demikian, ia dan masyarakat merasa senang
dengan adanya tanah wakaf tersebut. Kekhawatiran muncul ketika ada

indikasi niat untuk mengubah penggunaan tanah wakaf, terutama karena

52 Haerani Surachman, Pengelolah Tanah Wakaf Wawancara di rumah, 25 Juni 2023

%%Jihan Ramadhani & Kepala Puskesmas Baranti, tentang adanya tanah wakaf sejak 1989
Wawancara di Puskesmas, tanggal 27 Juni 2023
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beberapa masyarakat tidak hadir saat pemberitahuan awal. Haerani Surahman
menekankan pentingnya melibatkan seluruh masyarakat dalam keputusan
penting terkait tanah wakaf untuk menghindari ketidakpahaman dan potensi
penyalahgunaan.

Jihan Ramadhani menguatkan pandangan tersebut dengan menyatakan
bahwa masyarakat awalnya senang saat pemberitahuan adanya tanah wakaf.
Namun, kekhawatiran muncul ketika proses perubahan penggunaan tanah
wakaf dilakukan, terutama karena beberapa warga tidak hadir saat
pemberitahuan tersebut karena berada di luar kota. Kekhawatiran utama
adalah potensi penyalahgunaan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi atau
segelintir orang. Jihan Ramadhani menekankan bahwa Kketerlibatan seluruh
masyarakat penting untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap
tujuan awal wakaf. Meskipun demikian, ia merasa lega karena kekhawatiran
tersebut telah dijelaskan oleh tokoh agama setempat, yang memberikan
keyakinan bahwa proses perubahan penggunaan tanah wakaf dilakukan
dengan baik dan tanpa tujuan penyalahgunaan.

Hasil wawancara tersebut menekankan pentingnya komunikasi dan
transparansi dalam proses pengelolaan tanah wakaf. Keterlibatan seluruh
masyarakat dalam setiap tahap keputusan penting mengenai tanah wakaf
sangat krusial untuk memastikan bahwa tanah tersebut digunakan sesuai
dengan niat awal wakif dan kepentingan bersama. Kekhawatiran masyarakat
mengenai potensi penyalahgunaan dapat diatasi dengan keterbukaan informasi
dan penjelasan yang memadai dari pihak berwenang, termasuk tokoh agama

yang berperan penting dalam memberikan kepercayaan dan memastikan
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kepatuhan terhadap aturan dan nilai-nilai agama. Keberhasilan pengelolaan
tanah wakaf sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat yang diperoleh
melalui proses yang transparan dan inklusif.

Secara keseluruhan, pandangan masyarakat terhadap perubahan tanah
wakaf di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, sangat dipengaruhi oleh
faktor-faktor seperti pemahaman agama, manfaat ekonomi, pengalaman
pribadi, keterlibatan dalam proses, pengaruh tokoh agama dan pemimpin
lokal, serta kepatuhan terhadap hukum. Untuk mendapatkan dukungan yang
lebih luas, penting bagi pengelola wakaf dan otoritas terkait untuk melakukan
sosialisasi yang baik, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan, dan memastikan transparansi serta kepatuhan terhadap hukum.
Melalui pendekatan yang inklusif dan transparan, perubahan tanah wakaf
dapat diterima dan mendatangkan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Adapun Pandangan Madzhab Hanafi Dan Syafi’i Tentang Perubahan
benda Wakaf

a. Menurut pendapat madzhab Hanafi mengenai perubahan benda wakaf

Menurut pendapat madzhab Hanafi mengenai perubahan benda wakaf.
Dalam hal ini penulis hanya mengutarakan pendapat ulama Hanafiyah yang
termasuk dalam kitab yang biasa menjadi sumber rujukan oleh penganut
madzhab Hanafi, yaitu Radd Al- Mukhtar ‘ala Al-Durr Al-Mukhtar karya Ibn
Abidin, Syarh Fathul Qadir karya Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid
As-Saiwasi dan Al-Hidayah Syarh Al-Bidayah karya Abu Al-Hasan Ali bin
Abi Bakar bin Abdul Jalil Al- Rusydani Al-Margiyani.>

** Erlisia Ungusari, “PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN MALIKI TERHADAP HUKUM WAKAF BAGI NON MUSLIM
DALAM KAITANNYA DENGAN FIQIH KONTEMPORER,” (2015): 10-17.
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Dalam madzhab Hanafi benda wakaf adalah barang yang harus tetap dilestarikan
dam tidak boleh dijual. Hal ini dikarenakan ketika seseorang telah mewakafkan
barangnya maka hak kepemilikan telah hilang dari tanggannya, dan barang tersebut
telah menjadi murni hanya untuk Allah. Seperti halnya apabila seseorang yang telah
mewakafkan tanahnya untuk masjid maka ia sudah tidak berhak atas tanah tersebut.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Margiyani dalam al-Hidayah Syarah al -
Bidayah:

“Orang yang menjadikan tanahnya sebagai masjid maka tidak boleh baginya menarik
kembali tanah tersebut dan tidak boleh menjual, mewariskannya karena sudah lepas

dari kepemilikan hamba dan murni menjadi milik Allah.”

Keterangan yang disampaikan olehAl-Margiyani di atas menunjukkan bahwa dalam
konsep dasar per-wakafan dalam madzhab Hanafi barang wakaf tidak boleh dijual,
ditarik kembali, dan diwariskan dengan alasan benda tersebut telah lepas dari hak
manusia.Tetapi lebih lanjut para ulama madzhab Hanafi mengembangkan hukum
terkait wakaf jika dihadapkan pada situasi dan kondisi tertentu yang dapat
mempengaruhi pemanfaatan harta wakaf sendiri. Dalam hal ini, Ibn Abidin
menjelaskan setidaknya ada tiga kondisi yang akan menjadi mempengaruhi
pemanfaatan barang wakaf dan akan menentukan boleh dan tidaknya melakukan

istibdal. 3 keadaan tersebut adalah:

“Ketahuilah bahwa perubahan benda wakaf ada 3 cara, pertama wakif
mensyaratkanperubahanwakaf untuk dirinya sendiri atau orang lain atau dirinya
sendiri atau orang lain, maka hukumnya boleh menurut qoul shabih dan dikatakan
juga kesepakatan ulama’.>® Kedua wakif tidak mensyaratkan baik mensyratkan tidak
boleh melakukan tukar guling atau diam saja tetapi apabila benda wakaf tidak

bermanfaat secara keseluruhan dengan tidak menghasilkan sesuatu maka boleh

>> Muchamad Choirun Nizar, “Qaul Shahabi Dan Aplikasinya Dalam Figh Kontemporer,” Ulul Albab: Jurnal Studi
Dan Penelitian Hukum Islam 1, no. 1 (2017): 20, https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.1968.



39

menurut asah jika dengan izin hakim dan ada maslahat. Ketiga wakif tidak
mensyaratkan tetapi ada manfaat dan gantinya lebih baik dari segi hasil dan

manfaatnya maka tidak boleh melakukan istibdal menurut Ashah mukhtar”.>®

Dari keterangan yang disampaikan oleh Ibn Abidin dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Apabila seorang wakif mensyaratkan kepada dirinya atau pada orang lain
untuk menukar harta wakaf maka istibdal hukumnya adalah boleh. Dalam kondisi
yang pertama ini istibdal bersifat mutlak dalam arti tidak bergantung pada apakah
barang wakaf masih bisa dimanfaatkan atau tidak.

2. Apabila seorang wakif tidak mensyaratkan kebolehan menjual atau
mengganti harta wakaf baik kepada dirinya atau orang lain, tetapi harta wakaf sudah
tidak dapat dimanfaatkan secara total sekiranya harta wakaf sudah tidak
menghasilkan apapun, maka istibdal harta wakaf diperbolehkan dengan catatan

memperoleh idzin dari seorang hakim.

3. Apabila seorang wakif tidak mensyaratkan kebolehan menjual atau istibdal
harta wakaf tetapi harta wakaf secara global masih dapat dimanfaat, meskipun tidak
maksimal tetapi barang yang akan ditukar itu lebih baik dan lebih memiliki banyak

manfaat dan hasilnya. Maka istibdal tidak boleh.

Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibn Abidin bahwa apabila wakif
mensyaratkan istibdal maka hukum istibdal menjadi boleh menurut gaulashoh.Ini
mengindikasikan dalam madzhab Hanafi hal ini masih menjadi perdebatan dan ada
pendapat yang mengatakan wakafnya sah tetapi syaratnya batal, dalam arti tidak
dapat dilaksanakan.Pendapat ini diusung oleh Muhammad.Sebagaimana yang dikutip

oleh Al-Margiyanidalam al-Bidayah syarah al -hidayah sebagai berikut:

** Ahmad Zuhdi, “Syekh H. Mukhtar Abdul Karim Ambai Dan Pembaharuan Dakwah Di Kerinci,” Jurnal Dakwah
Dan Komunikasi 6, no. 2 (2021): 255, https://doi.org/10.29240/jdk.v6i2.3698.
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“Jika wakif mensyaratkan perubahan tanah wakaf dengan tanah lain jika
wakif berkehendak maka boleh menurut Abu Yusuf dan Muhammad, wakafnya

diperbolehkan sedangkan syaratnya batal.”

Keterangan yang senada juga disampaikan oleh As-Saiwasi dalam kitab fathul

gadir dengan mengutip pendapat Qadikhani sebagai berikut:

“Dan dalam fatwa Qhodikhoni pendapatnya Hilal dan Abu Yusuf itu benar
karena syarat tidak membatalkan wakaf karena wakaf dapat dipindahkan ke tanah

yang lain.”

Sesuai dengan keterangan diatas bahwa ulama’ mazhab Hanafi berpendapat
istibdal benda wakaf diperbolehkan apabila ada syarat dari wakif, wakaf dan
syaratnya tetap sah. Ini merupakan pendapat Qhodikhoni, Hilal dan Abu Yusuf dan
menurut mereka ini adalah pendapat yang benar. Argumentasi yang mereka gunakan
bahwa kebolehan istibdal ini karena tanah wakaf dapat dipindahkan dengan tanah
yang lain. Dasar yang memperkuat pendapat ini adalah dalam fatwa Qhodikhoni
bahwasanya ulama’ mazhab Hanafi sepakat jika wakif mensyaratkan istibdalmaka
syarat dan wakafnya dianggap sah. Hal ini tertera dalam kitab Syarh Fathul Qadir

yaitu:

“Perkataan Mushonnif jika mensyaratkan tukar guling dengan tanah lain
sebagai pengganti wakaf yang asal maka boleh menurut Abu Yusuf dan Hilal dan

Khassaf dan itu istihsan.”>’

Dari uraian yang telah disampaikan di atas, dapat ditarik kesimpulan dalam
madzhab Hanafi kebolehan melakukan istibdal harta wakaf apabila seorang wakif
mensyaratkan bolehnya menjual harta wakaf tersebut, karena hal itu merupakan

istihsan, pendapat ini diusung oleh mayoritas tokoh madzhab Hanafi yaitu Abu

> zuhdi.
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Yusuf, Hilal, Qhodikhon dan Ibn Abidin serta menurut Qhodikhon ini telah
disepakati oleh ulama’ mazhab Hanafi, seperti yang dikutip oleh Dini Irmawati.”®
Sedangkan yang berpendapat bahwa wakafnya sah dan syaratnya batal adalah
Muhammad dan apabila wakif tidak mensyaratkan istibdal maka hanya boleh ditukar
guling jika memang barang tersebut tidak dimanfaatkan secara total dengan syarat

harus mendapatkan idzin dari hakim karena adanya kemaslahatan.
b. Pandangan Madzhab Syafi’i Tentang Perubahan Benda Wakaf

Pada sub bab ini penulis akan memaparkan pendapat madzhab Syafi’i
mengenai perubahan benda wakaf. Dalam hal ini penulis hanya mengutarakan
pendapat ulama Syafiiyah yang termaktub dalam kitab yang biasa menjadi sumber
rujukan oleh penganut madzhab Syafi’i, yaitu Majmu’ Syarah al- Muhadzzab karya
al-Nawawi, Tuhfat al-Muhtajfi Syarh al-Minhajkarya lbn Hajar al-Haitami, dan Asnal
Mathalibfi Syarh Raoud at-Tholibkarya Zakaria al-Anshari.”

Dalam madzhab Syafi’i benda wakaf merupakan benda yang harus dipelihara
dan tidak boleh dijual. Secara tegas kalangan Syafiiyah melarang adanya penjualan
barang wakaf. Sebagaimana yang dituturkan oleh al- Nawawi dalam karyanya

majmu’syarh al-muhadzzab

“Tidak boleh menjual benda wakaf karena hadist yang diriwayatkan Ibn

Umar.”

Keterangan yang disampaikan oleh al-Nawawi di atas merupakan hukum
dasar mengenai penjualan harta wakaf. Seluruh fugaha’ Syafiiyah sepakat bahwa

dalam kondisi yang normal harta wakaf tidak boleh dijual, baik digunakan untuk hal

*8 Dini Irawati et al., “Konsep lImu Menurut Az- Zarnuji Dalam Kitab Ta’ Lim Al - Muta ’ Allim Dan Urgensinya
Pada Pendidikan” 4 (2021).

> Zuhdi, “Syekh H. Mukhtar Abdul Karim Ambai Dan Pembaharuan Dakwah Di Kerinci.”
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yang lebih maslahah atau tidak sebagaiamana aturan yang terdapat dalam hadis Ibn

Umar di atas

Lebih lanjut, al-Haitami yang juga merupakan fugaha generasi setelah al-
Nawawi dalam karyanya menyebutkan bahwa ada kondisi dimana harta wakaf

tersebut boleh dilakukan perubahan. la menyebutkan:

“Menurut qoul ashah boleh menjual tikar masjid jika sudah rusak dan tiang
(kayu) masjid jika pecah atau hampir pecah dan tidak layak kecuali dibakar agar tidak
sia-sia, hasil yang sedikit dari harganya lebih utama dikembalikan pada wakaf dari
pada menyia- nyiakannya, aku mengecualikan menjual wakaf karena bisa
(bermanfaat) dan hasil dari penjualan digunakan untuk kemaslahatan masjid jika

tidak mungkin dibuar membeli tikar kembali.”

Keterangan yang disampaikan al-Haitami di atas menunjukkan bahwa tikar
yang sudah rusak sekiranya tidak dapat dimanfaatkan lagi dan tidak layak pakai maka
boleh dijual.®® Hal ini dimaksudkan agar barang wakaf tidak tersia-sia. Tetapi yang
perlu kita perhatikan al-Haitami menyebutkan bahwa “penjualan tikar yang rusak”
tidak termasuk menjual barang wakaf, karena barang wakaf yang tidak dapat

dimanfaatkan seperti halnya tidak ada.

Pernyataan al-Haitami di atas semakin menguatkan bahwa dalam madzhab
Syafi’i harta wakaf pada dasarnya memang tidak boleh dirubah. Tetapi pernyataan
tersebut juga memberikan sebuah hipotesis bahwa apabila harta wakaf tidak dapat

dimanfaatkan kecuali dengan dijual untuk membeli gantinya maka boleh dijual.

Lebih lanjut al-Haitami menegaskan jika barang wakaf masih ada
kemungkinan untuk dimanfaatkan maka tidak boleh dijual. Dan seorang hakim

sebagai penentu hukum harus berijtihad untuk menentukan barang tersebut akan

% 7uhdi.
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dimanfaatkan pada tujuan yang paling dekat dengan maksud wakif. Berikut

keterangannya:

“Keluar dari perkataan mushonnif tidak pantas seterusnya jika dimungkinkan
dibuat seperti papan Maka tidak boleh dijual dengan pasti bahkan hakim harus

berijtihad dan menggunakannya pada yang paling mendekati tujuan wakif.”

Aturan mengenai larangan penjualan harta wakaf kecuali jika tidak bisa
dimanfaatkan lagi ini juga berlaku pada barang yang bergerak seperti tanah. Apabila
sebidang tanah diwakafkan untuk dibuat masjid sebagai tempat ibadah lantas setelah
dibangun masjid tersebut runtuh, dan sulit untuk merenovasinya, tanah tersebut tetap
tidak boleh dijual. Hal ini disebabkan sebidang tanah tersebut masih dimungkinkan
digunakan sebagai tempat ibadah. Sebagaimana keterangan al-Haitami sebagal
berikut:

“jika masjid roboh dan sulit mengembalikan (seperti asalnya) maka tidak
boleh langsung dijual karena tetap bisa dimanfaatkan dengan cara shalat diatas

tanahnya.”

Lebih lanjut, al-Anshari memberikan keterangan yang sangat logis untuk
membedakan antara kebolehan menjual tikar masjid yang sudah rusak dan tidak boleh

menjual pohon wakaf yang telah tidak ada manfaatnya. Berikut keterangannya:

“Apa perbedaan antara tidak boleh menjual pohon yang tidak bermanfaat
dengan bolehnya menjual tikar masjid yang diwakafkan dan sejenisnya, aku berkata
perbedaanya adalah bahwa tikar masjid apabila sudah rusak maka tidak mungkin
dimanfaatkan lagi kecuali menghilangkan barangnya berbeda dengan pohon yang
tidak bermanfaat masih bisa dimanfaatkan dengan tetap barangnya diselain tujuan

yang dimaksudkan (wakif)”.

Dari beberapa keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam

madzhab Syafi’i tidak boleh istibdal harta wakaf sepanjang harta tersebut masih dapat



44

dimanfaatkan. Adapun kebolehan istibdal tersebut dapat dikategorikan dalam keadaan

darurat agar barang wakaf tidak tersia-sia

Madzhab Syafi’i berpendapat bahwa perubahan harta wakaf adalah tidak
diperbolehkan. Bahkan seandainya tanah yang diwakafkan untuk masjid setelah
dibangun masjid ditinggal penduduknya atau masjid itu roboh dan sulit untuk
direnovasi tetap tidak boleh ditukar guling.Madzhab Syafi’l cenderung saklek dalam
memegang aturan wakaf.Hal ini dikarenakan mereka sangat menjaga tujuan wakif

agar pahala tetap mengalir kepada wakif.

Kesaklekan madzhab Syafi’i juga Nampak dari pendapat yang dikemukakan
oleh al-Haitami dalam Tuhfah Al-Muhtaj yang menyatakan apabila barang wakaf
rusak tetapi masih bisa dimanfaatkan maka tidak boleh dilakukan perubahan dan
seorang hakim harus melaksanakan ijtihad untuk menggunakan barang wakaf yang

sudah rusak tersebut pada maksud yang lebih dengan dengan tujuan wakif.

Lebih lanjut, para madzhab Syafi’i memberi celah kebolehan melakukan
menjual harta wakaf jika memang tidak bisa dimanfaatkan dan tidak layak dipakai
kecuali dihilangkan bentuknya. Sebenarnya dalam hal ini mereka bukan
menyampaikan bahwa harta wakaf boleh ditukar guling, tetapi hal ini merupakan
solusi agar harta wakaf tersebut tidak tersia-sia tidak ada fungsinya. Kebolehan
penjualan harta wakaf yang sudah tidak dapat dimanfaatkan sama sekali lebih tepat
jika disebut sebagai solusi terakhir dalam madzhab Syafi’i. Hal ini juga sejalan
dengan kaidah fighiyah yang dikemukakan oleh salah satu tokoh mazhab Syafi’ yaitu
al-Suyuthi yang berbunyi:

“Apabila terdapat dua kerusakan yang bertentangan maka dilihat dampaknya

yang lebih besar dengan melakukan kerusakan yang lebih ringan.”

Kaidah di atas merupakan kaidah cabang dari kaidah =) J x(kedaruratan
harus dihilangakan). Adapun maksud dari kaidah di atas adalah apabila dihadapkan
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pada dua kemafasadatan dan tidak mungkin dihindari maka yang harus dilakukan
adalah melakukan kemafsadatan yang lebih ringan. Hal ini disebabkan syari’ dalam
memelihara perkara yang dilarang lebih kuat daripada memelihara hal yang

diperintahkan. Hal ini tercermin dari sabda Rasulullah:

“Jika aku memerintahkan suatu perkara maka lakukanlah semampu kalian dan

jika aku melarang suatu perkara maka jauhilah”.

Dalam konteks kebolehan merubah benda wakaf dalam madzhab Syafi’i
apabila dihadapkan pada kemafsadatan yang tidak mungkin dihindari. Apabila harta
wakaf sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi maka akan terjadi mafsadah yang berupa
kesia-siaan. Sedangkan menjual harta wakaf tidak diperbolehkan berdasarkan khobar
dari Ibn Umar.Dengan demikian, menjual barang wakaf lebih kecil mafsadahnya

ketimbang barang wakaf tersia-sia dan tidak bermanfaat lagi.

Mencermati lebih lanjut terkait kaidah di atas nampak jelas jika kebolehan
merubah harta wakaf bukan merupakan suatu kebolehan. Tetapi sebagai sebuah
alternatif untuk menghindari terjadinya mafsadah yang lebih besar dengan melakukan
mafsadah yang lebih ringan.Jadi, melakukan mafsadah dalam rangka menghindari

terjadinya mafsadah.

Dengan demikian, menjual harta wakaf merupakan alternatif agar barang
wakaf tetap dapat bermanfaat dan wakif tetap mendapat aliran pahala atas wakafnya.
Sebab sepanjang harta wakaf digunakan maka wakif akan mendapat pahala. Adapun
kaitannya dengan wakif mensyaratkan kebolehan istibdal harta wakaf, dalam
madzhab Syafi’i syarat tersebut tidak dapat dibenarkan bahkan wakafnya menjadi
batal

Dalam madzhab Hanafi pada dasarnya juga memiliki ketentuan yang sama
dengan madzhab Syafi’i. Mereka secara tegas menolak kebolehan menjual harta

wakaf dengan alasan harta wakaf sudah berpindah milik, sehingga harta wakaf tidak
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bisa ditarik kembali, dijual ataupun diwariskan. Tetapi lebih lanjut para ulama

Hanafiyah memperinci aturan istibdal wakaf dalam beberapa ketentuan.

Pertama, Kebolehan mengganti tanah wakaf jika memang si wakif
mensyaratkannya. Dalam perspektif madzhab Hanafi syarat istibdal dari wakif
tergolong dalam istihsan oleh karena itu syarat tersebut tetap dilestarikan. Hal ini juga
sejalan dengan kaidah fighiyyah yang berlaku dalam madzhab Hanafi yang berbunyi:

“Diharuskan menjaga (memenuhi) syarat dengan semampunya”

Maksud dari kaidah di atas adalah apabila syarat tersebut tidak memang boleh
dipenuhi dalam arti tidak bertentangan dengan kaidah syar’i maka wajib untuk dijaga
sepanjang kemampuan. Adapun landasan kewajiban menepati Syarat yang tidak

bertentangan dengan kaidah syar’i adalah sabda Rasulullah:

“Orang-orang muslim harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka
sepakati kecuali syarat menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu

yang halal”

Dalam konteks perubahan benda wakaf ini, syarat kebolehan istibdal dalam
madzhab Hanafi bukan tergolong syarat yang melanggar kaidah syar’i atau
meniadakan maksud akad, karena tanah wakaf itu dapat ditukar guling. Oleh karena

itu maka wajib menjaga syarat dari si wakif.

Kedua, boleh melakukan perubahan harta wakaf apabila harta wakaf tidak
dapat dimanfaatkan secara keseluruhan. Dalam keadaan ini diharuskan mendapat
idzin dari seorang hakim. Ketentuan ini pada dasarnya sama dengan ketentuan dalam
madzhab Syafi’i yang melarang menjual harta wakaf sepanjang masih dapat

dimanfaatkan.

Dalam madzhab Syafi’i, apabila harta wakaf sudah rusak tetapi dapat

dimanfaatkan meskipun tidak sesuai dengan maskdu wakif, seperti kayu yang
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diwakafkan untuk pagar lalu rusak, maka kayu tersebut tidak boleh dijual. Tetapi
solusinya, menyerahkan permasalahan pada hakim agar hakim berijtihad untuk

menentukan kayu dimanfaatkan pada tujuan yang paling dekat dengan maksud wakif.

Berdasarkan analisa penulis, menurut madzhab Syafi’i merubah benda wakaf
hanya boleh dilakukan jika harta wakaf sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi sehingga
hanya pantas untuk dihancurkan bentuknya. Hal ini dimaksudkan agar benda wakaf
tidak tersia-sia.Kesaklekan ini berdasarkan pemahaman madzhab Syafi’i pada hadis

Ibn Umar.

Sedangkan dalam madzhab Hanafi masih memberi peluang kebolehan
merubah benda wakaf lebih luas dengan beberapa keadaan. Apabila diperinci,

kebolehan penjualan wakaf dalam madzhab Hanafi adalah:

1. Adanya syarat oleh wakif kepada dirinya atau orang lain untuk melakukan
istibdal.

2. Jika tidak ada syarat dari wakif baik pada dirinya atau orang lain, maka
harus mendapat idzin dari hakim setelah hakim mempertimbangkan
berdasarkan kemaslahatan untuk melakukan tukar guling wakaf.

Menurut penulis, pendapat madzhab Hanafi lebih relevan untuk menghadapi
problema yang semakin berkembang, sebab banyak tanah wakaf yang pada masa
sekarang ini tidak dapat berfungsi maksimal. Seperti masjid yang ditinggakan oleh
penduduknya sehingga jarang dibuat melakukan ibadah. Dengan demikian tentu akan
merugikan wakif.

Namun, dalam prakteknya tukar guling harus mendapat pengawasan lebih
lanjut agar keboleh istibdal ini tidak disalah artikan oleh masyarakat dengan
sembarangan melakukan tukar guling wakaf, tanpa melihat adanya
maslahat.Misalnya seorang yang mewakafkan batu bata untuk membangun masjid,
tetapi saat merenovasi batu bata yang terpotong dijual untuk membeli batu bata yang

baru.Padahal batu bata tersebut masih bisa digunakan untuk pondasi atau
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selainnya.Tetapi, agar lebih maksimal, menurut hemat penulis perlu untuk mendapat
persetujuan hakim dalam setiap perubahan benda wakaf. Dengan pertimbangan:
a. Untuk menciptakan ketertiban administrasi dalam perubahan benda wakaf.
b. Untuk menghindari kecerobohan dalam perubahan benda wakaf.
c. Karena harta wakaf telah lepas dari kepemilikan pemiliknya dan berpindah

menjadi milik Allah sepenuhnya.

Adapun titik temu dari pendapat yang dikemukakan oleh kedua madzhab
mereka berpendapat bahwa pada dasarnya tidak boleh menjual harta wakaf. Dan harta
wakaf harus kekal selama masih bisa dimanfaatkan.Namun madzhab Hanafi
menambahkan jika wakif mensyaratkan kebolehan merubah harta wakaf maka boleh
meskipun tanah masih bisa dimanfaatkan.Karena syarat tersebut tidak bertentangan

dengan kaidah syar’i.

Istinbath merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh para ulama
untuk menetapkan suatu hukum. Istibath erat kaitannya dengan fikih, sebab fikih
merupakan produk yang dihasilkan dari upaya seorang mujtahid dalam menentukan
hukum. Hal tersebut dilakukan dengan menggali dalil-dalil yang terperinci dengan

ketentuan yang telah ditetapkan oleh seorang mujtahid

Selain itu, ijtihad juga merupakan salah satu jalan untuk memecahkan
probelematika kehidupan yang terus bermunculan seiring dinamika kehidupan demi
kemaslahatan umat Islam.Seorang pakar hukum mencurahkan segala kemampuannya
dalam menentukan hukum yang bersifat amaliyah dengan mengkaji dalil-dalil tafsily.
Salah satunya adalah soal perubahan benda wakaf.Dengan jalan ijtihad para mujtahid
menentukan hukum sehingga terjadi perbedaan pendapat antara madzhab Syafi’i dan

madzhab Hanafi.

Dalam bab sebelumnya telah dikemukakan bahwa madzhab Syafi’i menolak
secara keras mengenai perubahan wakaf. Mereka berpendapat bahwa harta yang telah

diwakafkan tidak boleh dijual. Adapaun Landasan hukum yang digunakan oleh
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madzhab Syafi’i dalam menentukan hal tersebut adalah hadis Ibn Umar yang

berbunyi:

Dari Ibnu Umar ra. berkata: “Bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang
tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. menghadap Rasulullah SAW untuk meminta
petunjuk. Umar berkata: “Hai Rasulullah saw., saya mendapatkan sebidang tanah di
Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau
perintahkan kepadaku?” Rasulallah SAW bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan
(pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya). “Kemudian Umar
mensedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak
diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekakannya (hasil pengelolaan tanah)
kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, amba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu.
Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan
cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak

bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim)

Dari hadis di atas secara eksplisit menunjukkan jika harta wakaf tidak boleh
dijual, dihibahkan dan diwariskan. Hal ini dapat dipahami karena harta yang telah

diwakafkan telah hilang kepemilikannya sehingga hanya boleh dimanfaatkan saja.

Kesaklekan madzhab Syafi’i dalam memaknai hadits di atas dikarenakan
memang mereka memandang dzohirnya lafadz hadits yang tegas mengatakan tukar
guling harta wakaf tidak boleh. Kesaklekan tersebut dapat difahami dari metodologi
istinbath hukum madzhab Syafi’i yang memposisikan hadits sebagai sumber hukum

yang kedua

Dalam mazhab Syafi’i, dalam metodologi istinbath hukum harus berurutan,
oleh karena itu ketentuan yang telah ditentukan oleh nash tidak dapat dirubah dengan
istinbath yang memiliki posisi lebih rendah. Seperti ketentuan terkait tukar guling

wakaf ini, hukum tidak boleh melakukan perubahan benda wakaf yang ditetapkan
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berdasarkan khobar dari Ibn Umar ini akan tetap berlaku sepanjang tidak ada nash
yang mengatakan lain.

Jadi, ketentuan mengenai perubahan benda wakaf akan tetap lestari sepanjang
tidak ada nash yang dapat memalingkan dari hukum asal tersebut. Dan sepanjang
pengamatan penulis madzhab Syafi’i tidak ditemukan dalil yang mengatakan
kebolehan menjual harta wakaf. Adapun kebolehan menjual tikar yang sudah rusak

yang disampaikan oleh ulama Syafiiyah karena tidak bisa dimanfaatkan sama sekali.

Kondisi harta wakaf yang demikian tersebut itu sama halnya dengan tiada,
karena barangnya ada tapi pada hakikatnya tidak ada. Hal ini disebabkan tujuan dari
wakaf adalah untuk diambil manfaatnya dan barangnya tetap utuh, sedangkan tikar
yang sudah rusak tidak bisa dimanfaatkan lagi. Maka sebagai jalan tengah, ulama
Syafiiyahmembolehkan menjual tikar tersebut karena tidak dapat dimanfaatkan lagi.

Hal ini sesuai dengan kaidah:

jika aku memerintahkan suatu perkara maka lakukanlah semampu kalian dan

jika aku melarang suatu perkara maka jauhilah

Kondisi harta wakaf yang telah rusak dan tidak dapat di manfaatkan secara
total ini menimbulkan problem yang berupa dua mafsadah, yaitu larangan menjual
harta wakaf dan penyi-nyiaan harta yang tidak dapat dimanfaatkan. Oleh karena
dalam kondisi ini, menjual harta wakaf merupakan alternatif yang tepat karena

mafsadahnya lebih kecil.

Dalam madzhab Syafi’i, metode sumber hukum Islam hanya al- qur’an,
hadist, ijma’ dan giyas. Sedangkan metode istinbath seperti istihsan, istislah tidak
dapat dijadikan hujjah.Bahkan asy-Syafi’i yang merupakan pendiri madzhab Syafi’i
menolak secara tegas istihsan sebagai metode istinbat hukum. Bahkan dalam karya
monumentalnya Al-Umm asy-Syafii memberi bab khusus yang bernama “Ibthalul

Istihsan”.
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Selain itu, kalangan Syafiiyah juga menggap bahwa istibath hukum yang
dilakukan dengan istihsan ini adalah istinbath berdasarkan hawa nafsu dan bersenang-

senang. Salah satu pernyataan keras Asy-Syafi’i tentang penolakan istihsan adalah

“Barang siapa menctapkan hukum lewat istihsan, maka dia sama dengan

membuat syariat baru

Tidak berhenti sampai disitu saja, komentar pedas mengenai penolakan
istihsan juga beliau sampaikan dalam kitab ushul karyanya yang berjudul ar-risalah

sebagai berikut:

“Istihsan adalah rasa enak, seandainya boleh menggunakan istihsan dalam
masalah agama, maka bolehlah hal itu bagi orang-orang yang punya akal yang bukan
ahli ilmu dan pasti juga boleh membuat syariat dalam masalah agama pada setiap
bab, sedang masing- masing orang dapat mengeluarkan hukum syara’ bagi dirinya

sendiri”.

Berbeda dengan madzhab Syafi’i, dalam madzhab Hanafi menganggap bahwa
istihsan merupakan salah satu metode istinbath hukum. Salah satu produk hukum
yang tercetus dengan istihsan adalah kebolehan menukar guling harta wakaf apabila
wakif mensyaratkan hal tersebut pada dirinya sendiri atau pada orang lain

sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya.

Sebagai sebuah mazhab, maka corak pemikiran penganutnya tidak akan jauh
berbeda dengan pendiri madzhabnya. Oleh karena itu dapat dipahami jika pemikiran
ulama madzhab Hanafi menggunakan istihsan dalam membolehkan tukar guling harta
wakaf. Sebab imam Hanafi sendiri menggunakan istihsan dalam istinbath hukum,

sebagaimana pernyataan lbn Abidin sebagai berikut:

“Perkataan Abi Hanifah adalah mengambil kepercayaan dan pergi dari
keburukan, memperhatikan permasalahan-permasalahan muamalah manusia dan hal

yang mendatangkan maslahah bagi urusan mereka, ia menjalankan urusan-urusan atas
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qgiyas, apabila giyas tidak baik dilakukan, maka ia melakukan dengan istihsan,
sepanjang dapat dilakukan. Apabila tidak dapat dilakukan maka ia akan kembali
kepada urf masyarakat muslim dan mengamalkan hadits yang telah terkenal dan
disepakati oleh ulama’, lalu ia mengqiyaskan sesuatu pada hadits itu selama qiyas itu
dapat dilakukan. Kemudian ia kembali pada istihsan. Dan mana diantara keduanya

yang lebih tepat kembalilah ia kepadanya.”

Istihsan oleh ahli ushul didefinisikan sebagai berpindahnya mujtahid dari
giyas jali ke qiyas khofi, karenaadanya dalil yang dipandang lebih kuat atau
berpindah dari hukum kulli ke hukum istisnaiy karena adanya maslahah al-mursalah.
Dalam tukar guling wakaf ini, para ulama Hanafiyah berpindah dari hukum kulli yang
berupa tidak boleh menjual harta wakaf menjadi boleh karena adanya syarat dari

wakif. Hal ini juga senada dengan kaidah figih dalam madzhab Hanafi:
“Diharuskan menjaga (memenuhi) syarat dengan perkiraan semampunya”

Keterangan yang hampir sama terkait penggunaan istihsan dalam metode
istinbath hukum Abu Hanifah juga disampaikan oleh Sahal bin Muzahim dalam

Hasbie sebagai berikut:

“Imam Abu Hanifah memegangi riwayat orang yang dipercayai dan
menjauhkan diri dari keburukan serta memerhatikan muamalah manusia dan adat
serta urf mereka. la lebih memegangi giyas.Namun jika suatu masalah tidak baik
didasarkan atas giyas, maka beliau memegangi istihsan, selama yang demikian itu

dapat dilakukan. Jika tidak ia akan berpegang pada adat atau urf.”

Titik temu dari komparasi istinbath hukum ini adalah dalam metodologi
madzhab Syafi’i dalam menentukan hukum harus terdapat dalil, dan sepanjang tidak
ada dalil yang mengatakan berpaling dari hukum asalnya, maka hukum tersebut akan

tetap berlaku. Terkait istthsan madzhab Syafi’i secara tegas menolaknya. Sedangkan
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dalam madzhab Hanafi istihsan merupakan salah satu metode istinbath hukum yang

dipegangi dan menjadi acuan dalam menentukan hukum.

Prosedur pengelolaan wakaf dalam madzhab Hanafi tergolong lebih mudah
dari madzhab Syafi’i. Madzhab Hanafi dalam pendapatnya menyatakan bahwa pada
dasarnya istibdal tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan dua hal yaitu:

a. Adanya syarat dari wakif. Dalam hal ini apabila wakif mensyaratkan bahwa
boleh melakukan tukar guling wakaf, maka istibdal boleh dilakukan. Keadaan ini

tidak tergantung pada barang wakaf baik masih bisa dimanfaatkan atau tidak.

b. Harta wakaf sudah tidak dapat dimanfaatkan secara keseluruhan sehingga
tidak dapat menghasilkan apapun. Dalam keadaan ini tidak disyaratkan harus ada

syarat dari wakif untuk kebolehan istibdal.

Dalam mazhab Hanafi kebolehan melakukan istibdal karena ada syarat dari
wakif masih ada khilaf (perselisihan diantara tokoh mazhab Hanafi), mayoritas
ulama’ mazhab Hanafi berpendapat bahwa istibdal boleh jika ada syarat dari wakif
dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama’ mazhab Hanafi yaitu Abu Yusuf,
Qhodikhoni, al-Khassaf dan Hilal. Bahkan menurut Qhodikhoni dan lbn Abidin
pendapat inilah yang benar dan telah disepakati oleh ulama’ Hanafiyah. Sedangkan
yang berpendapat bahwa wakafnya sah dan syaratnya batal itu adalah Muhammad

dan ini adalah pendapat yang lebih sedikit

Keadaan yang membolehkan melakukan istibdal di atas tidak terlepas dari
metode istinbath hukum dalam madzhab hanafi yang memegangi istihsan dan juga
menjaga syarat (mura’ah syarath) yang tidak bertentangan dengan syariat. Sebab
pemikiran ulama madzhab tidak terlepas dari pendiri madzhabnya termasuk dalam

hal kaidah-kaidah dalam mengistinbathkan hukum.

Ketentuan dalam madzhab Hanafi yang memperolehkan menjual harta wakaf

dalam keadaan tertentu tersebut hampir sama dengan ketentuan dalam Madzhab
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Hambali, hanya saja kalangan Hanabilah memberi kelonggaran yang lebih dalam hal
istibdal ini. Mereka membagi menjadi dua keadaan, sebagaimana yang dinyatakan

oleh Ibn Taimiyah selaku pengikut madzhab Hambali dalam Sayyid Sabiq bahwa:

“Pertama: merubah benda wakaf karena ada kebutuhan, seperti sudah rusak
maka boleh dijual dan hasil penjualannya dibelikan gantinya, seperti halnya kuda
untuk berperang, apabila tidak dapat dimanfaatkan untuk perang maka boleh dijual

dan hasilnya dibelikan penggantinya.”

“Kedua: merubah benda wakaf karena adanya kemaslahatan yang lebih
unggul, seperti mengganti hadiah dengan yang lebih baik, juga seperti masjid lama

jika dibangun lagi yang baru yang lebih maslahat bagi penduduk setempat.”

Dari keterangan yang disampaikan oleh Ibn Taimiyah di atas nampak jelas
bahwa dalam madzhab Hambali lebih longgar dalam aturan istibdal harta wakaf.
Dalam kondisi yang pertama, mengganti harta wakaf karena adanya hajat apabila
diperhatikan ini tidak sampai pada taraf dharurat, sebab masih terdapat cara lain

untuk memanfaatkan harta wakaf

Dalam keterangan yang disampaikan Ibn Taimiyah dicontohkan apabila harta
wakaf itu telah rusak maka boleh dijual lalu hasil penjualannya dibelikan gantinya.
Dalam hal ini tidak ada batasan kerusakan harta wakaf yang telah diwakafkan
tersebut masih bisa dimanfaatkan atau tidak.Berbeda dengan madzhab Hanafi yang

hanya membolehkan apabila harta wakaf tidak dimanfaatkan secata total.

Prinsip yang digunakan madzhab Hanabilah dalam hal istibdal karena adanya
hajat ini bahwa wakaf tujuannya adalah untuk mentasarrufkan manfaatnya. Jadi
apabila asalnya tidak dapat dimanfaatkan maka kedudukannya dapat digantikan

dengan penggantinya.

Sedangkan dalam kondisi kedua dimana istibdal dilakukan karena adanya

kemaslahatan yang lebih unggul mereka langsung melandaskan pemikirannya pada
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hadis Umar bin Khattab ra memindahkan masjid Kufah yang lama dijadikan pasar

bagi penjual-penjual kurma.

Hadis lbn Umar tersebut secara jelas menyebutkan jika lbn Umar menjual
harta wakaf, dan itu mengganti tanahnya bukan konstruksi bangunannya. Adapun
dalam hal mengkonstruksi bangunannya, mereka juga memperbolehkan dengan
melandaskan pendapatnya pada hadis dalam shahih Bukhari Muslim yang berbunyi:

“Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah ra: ‘“seandainya
kaummu itu bukan masih dekat dengan jahiliyah, tentulah Ka’bah itu akan aku
runtuhkan dan aku jadikan dalam bentuk rendah serta aku jadikan baginya dua pintu,

satu untuk masuk dan satu untuk keluar”

Sedangkan Dalam pengelolaan harta wakaf madzhab Syafi’i merupakan
madzhab yang paling ketat diantara madzhab lainnya, dalam madzhab Syafi’i harta
yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, ditarik kembali, dihibahkan ataupun
diwariskan.Mereka tidak memberi ruang sedikitpun kebolehan melakukan istibdal

harta wakaf dengan alasan apapun.

Pemahaman madzhab Syafi’i yang cenderung saklek dalam pengelolaan harta
wakaf ini karena pemahaman mereka terhadap hadis yang Ibn Umar yang secara
tegas tidak membolehkan menjual, menghibahkan dan mewariskan. Jadi asalnya

harus tetap dan manfaatnya tetap dapat diambil.

Selain dari pemahaman madzhab Syafi’i terhadap dhohirnya hadis Ibn Umar,
kesaklekan madzhab Syafi'i ini juga disebabkan karena metode istinbath hukum
mereka tidak memakai adanya istihsan atau maslahah al- mursalah. Bahkan Imam

Syafi’i secara tegas menolak penggunaan istihsan.

Seandainya mereka mengakui jika istihsan sebagai salah satu metode istinbath

hukum niscaya mereka juga akan membolehkan istibdal harta wakaf. Sebab dengan
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istihsan dapat berpaling dari hukum asal ke hukum pengecualian. Semula tidak boleh
menjual harta wakaf menjadi boleh karena adanya kemaslahatan.

Lebih lanjut madzhab Syafi’i memberi kebolehan menjual harta wakaf jika
memang tidak dapat dimanfaatkan secara total. Hal ini bukan serta merta
membolehkan penjualan harta wakaf, melainkan sebuah terobosan untuk menghindari
kemafsadatan yang lebih besar yang akan terjadi bila harta wakaf tidak dijual, yaitu

tersia-sianya harta wakaf.

Aturan tentang tidak bolehnya menjual harta wakaf dalam madzhab Syafi’i ini
tidak jauh berbeda dengan madzhab Maliki.lImam Malik berpendapat bahwa istibdal
harta wakaf tidak diperbolehkan berdasarkan khobar lbn Umar yang melarang
menjual, menghibahkan dan mewariskan harta wakaf. Dari segi ketentuan dan
landasan hukum tentang perubahan benda wakaf ini madzhab Maliki sama dengan
madzhab Syafi’i. Sedangkan perbedaannya adalah madzhab Maliki membagi benda
wakaf menjadi dua macam yaitu benda wakaf tidak bergerak dan yang bergerak.
Dalam benda wakaf yang bergerak madzhab Maliki memberi kelonggaran dengan
memperbolehkan istibdal jika benda wakaf tersebut kurang bermanfaat dengan alasan
jika benda wakaf tersebut tidak dilakukan istibdal maka akan menghabiskan biaya
banyak serta manfaatnya berkurang maka dari itu lebih baik melakukan istibdal untuk

menjaga kelestarian manfaaat wakaf tersebut.

Pada dasarnya, dalam sebuah madzhab corak pemikirannya tidak terlepas dari
pendiri madzhab, dan pendiri madzhab juga tidak terlepas dari para
gurunya.Meskipun tidak semua metode istinbath hukum para gurunya diadopsi.Hal
ini juga tercermin dari pendapat imam Malik dan imam Syafi’i dalam halistibdal

tukar guling wakaf.

Imam syafii tercatat pernah belajar Hadits pada imam Malik di Madinah.

Bahkan pada usia 13 tahun ia sudah menghafal kitab muwatho’ karya imam Malik.
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Jadi tidak heran jika dalam hal perubahan benda wakaf mereka memiliki pendapat

yang sama dan juga landasan hukum yang sama.

Dalam hal hadits, mereka memandang hadis sebagai sebuah landasan hukum.
Apabila tidak ditemukan jawaban pada al-Qur’an tentang suatu peristiwa maka
mereka mencarinya di as-Sunnah.Tetapi dalam menyikapi as- Sunnah terdapat
perbedaan di antara mereka

Dalam istinbath hukum imam Syafi’i tidak hanya mengambil hadis yang
mutawattir tetapi juga hadis ahad dengan catatan selama perowi Hadits itu orang
kepercayaan, kuat ingatan dan bersambung langsung sampai kepada
Rasulullah.Sedangkan imam Malik juga menggunakan hadis mursal juga hadis ahad

asal yang tidak bertentangan dengan amal ahli madinah.
Komparasi Madzhab Syafi’i dan Hanafi Tentang PerubahanBenda Wakaf

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya bahwa dalam
madzhab Syafi’i larangan melakukan istibdal harta wakaf berlaku mutlak, sehingga
seperti apapun keadaan harta wakaf tetap dibiarkan lestari. Tetapi terdapat
pengecualian apabila harta wakaf tersebut memang tidak dapat dimanfaatkan secara
keseluruhan. Dalam hal ini melakukan istibdal diperbolehkan dengan maksud
menjaga harta wakaf agar tidak tersia- sia. Sebab, barang wakaf yang sudah tidak

dapat dimanfaatkan sama seperti tidak ada.

Dalam madzhab Hanafi, pada dasarnya sama seperti madzhab Syafi’i yakni
melarang melakukan perubahan benda wakaf. Namun mereka memberi kelonggaran
dengan beberapa ketentuan. Kelonggaaran mereka ini disebabkan karena metode
istinbath hukum yang berlaku dalam madzhabnya.Seperti menjual harta wakaf karena

ada syarat dari wakif, dalam hal ini mereka menganggap hal tersebut sebagai istihsan

Istishan sendiri oleh Abu Hanifah yang merupakan pendiri madzhab Hanafi

juga sangat dipegangi dalam mengistinbathkan suatu hukum. Jadi soal perubahan
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benda wakaf para pengikut madzhab Hanafi juga menggunakan istihsan. Dalam hal
kebolehan melakukan istihsan ini, mereka mengalihkan hukum asal yang tidak boleh

mengistibdal harta wakaf menjadi boleh karena adanya kemaslahatan.

Kemaslahatan yang dimaksudkan dalam istihsan adalah maslahah al-
mursalah, yakni maslahah yang tidak di tunjuk langsung oleh nash dan tidak ada dalil
syara’ yang mendukung atau menentangnya. Maslahat dapat dijadikan hujjah ini

apabila telah memenuhi beberapa ketentuan, yaitu:

a. Kemaslahatan harus haqiqi bukan hanya bersifat praduga, dalam arti jika
suatu hukum diterapkan maka pasti akan mendatangkan kemaslahatan
atau menolak kemudharatan.

b. Maslahah bersifat umum tidak individual, dalam arti jika suatu hukum
diterapkan maka akan bermanfaat bagi kebanyakan orang atau menolak
kemudharatan

c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan berdasarkan nash

atau ijma

Pengelolaan harta wakaf dalam madzhab Hanafi cenderung sama dengan
madzhab Hambali, akan tetapi dalam madzhab Hambali kebolehan melakukan
istibdal lebih longgar. Sebab mereka membolehkan harta wakaf dilakukan perubahan
jika memang ada hajat atau diganti dengan yang lebih baik. Mereka juga memperkuat
pemikirannya dengan hadis Ibn Umar yang menjadikan masjid di Kufah menjadi

pasar.”

stinbath hukum yang dilakukan oleh madzhab Hambali juga tidak berbeda
jauh dengan madzhab Hanafi, mereka berpendapat bahwa perubahan benda wakaf

tidak mengapa dilakukan jika memang ada kemaslahatan yang lebih unggul atau

®1 SEFRIYANTI SEFRIYANTI and MAHMUD ARIF, “Aspek Pemikiran Ibnu Taimiyah Di Dunia Islam,” Jurnal Kajian
Agama Hukum Dan Pendidikan Islam (KAHPI) 3, no. 2 (2022): 82, https://doi.org/10.32493/kahpi.v3i2.p82-
88.17549.
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adanya hajat. Kebolehan menjual karena adanya hajat ini sejalan dengan kaidah
fighiyah dalam madzhab Hambali:

“Pada dasarnya apabila sesuatu tidak bisa menghasilkan suatu maksud maka

digantikan kedudukannya”

Kaidah di atas merupakan landasan yang digunakan oleh kalangan Hanabilah
dalam hal waakaf ini, sebagaimana yang disampaikan oleh lbn Taimiyah.Jika
memang wakaf tidak dapat sesuai dengan maksud wakif, maka boleh dijual agar

dapat sesuai dengan maksud wakif.

Sedangkan pengelolaan harta wakaf dalam madzhab Syafi’i sama persis
dengan aturan dalam madzhab Maliki. Keduanya sama-sama melarang menjual harta
wakaf secara mutlak. Landasan hukum yang mereka gunakan juga sama, yakni hadis
Ibn Umar yang mengatakan tidak boleh menjual, menghibahkan, mewariskan harta
wakaf.107 Tetapi ulama Malikiyah memberikan pengecualian dalam hal istibdal harta
wakaf jika harta wakaf tersebut merupakan benda bergerak, maka dalam hal ini

mereka membolehkan dengan alasan lebih bermanfaat.

Menurut hemat penulis, pendapat madzhab Hanafi lebih relevan bila
diterapkan dimasa sekarang.Namun harus ada prosedur yang ketat mengenai istibdal
harta wakaf dan juga mendapat persetujuan hakim yang berwenang.Hal ini perlu
dilakukan untuk menghindari kecerobohan masyarakat dengan menganggap adanya

kemaslahatan tanpa melihat maslahat yang mu’tabar atau tidak

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Tanah Wakaf di
Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap

Perubahan tanah wakaf di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap,

dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di bawah ini faktor-faktor penting untuk
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memastikan bahwa perubahan dilakukan secara tepat dan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat serta ketentuan hukum dan syariah.
a. Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi
Perubahan tanah wakaf harus mematuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Di Indonesia, terdapat undang-undang dan
peraturan yang mengatur tentang wakaf, seperti Undang-Undang No. 41
Pasal 62 Tahun 2004 tentang Wakaf. ® Kepatuhan terhadap hukum ini
sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan dilakukan secara legal
dan sah. Selain peraturan negara, perubahan tanah wakaf juga harus
mematuhi ketentuan syariah. Hal ini untuk menjaga niat awal wakif dan
memastikan bahwa perubahan tersebut tetap dalam kerangka ibadah dan
manfaat sosial.
b. Kondisi tanah dan lingkungan sekitar
Kondisi fisik tanah, termasuk lokasi, kualitas, dan potensi
penggunaannya, juga menjadi faktor penting dalam mempengaruhi proses
perubahan tanah wakaf. Tanah yang strategis dan memiliki potensi
ekonomi tinggi lebih mungkin mengalami perubahan penggunaan untuk
memaksimalkan manfaatnya. Perubahan tanah wakaf tersebut juga
mempertimbangkan dampak lingkungan.®®
c. Ketersediaan sumber daya
Ketersediaan sumber daya finansial menjadi salah satu faktor

untuk mendukung perubahan tanah wakaf. Investasi yang dibutuhkan

62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tanah Wakaf Pasal 62
%% Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2013), h. 6.
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untuk mengubah dan mengembangkan tanah wakaf harus tersedia dan
dikelola dengan baik. Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten dan
profesional dalam mengelola perubahan tanah wakaf juga menjadi faktor
penting. Keberhasilan perubahan sering kali bergantung pada kemampuan
sumber daya manusia yang terlibat.
. Peran Tokoh Masyarakat dan Pemerintah

Dukungan dari tokoh agama dan pemimpin daerah juga
mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap perubahan tanah wakaf.
Tokoh agama yang dihormati dan dipercaya dapat memberikan legitimasi
dan dukungan moral terhadap proses perubahan. Selain itu, partisipasi
aktif masyarakat dalam proses perubahan tanah wakaf sangat penting.
Keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan dukungan dan memastikan
bahwa perubahan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan
dan aspirasinya. Sosialisasi dan edukasi yang baik mengenai tujuan dan
manfaat perubahan tanah wakaf dapat membantu mengurangi resistensi
dan meningkatkan pemahaman masyarakat.

Faktor-faktor tersebut perubahan tersebut terjadi seiring dinamika
yang terjadi di Kecamatan Baranti. Sebagaimana hasil wawancara dengan

Ibu Andi Lely beliau mengatakan bahwa :

“perubahan tanah wakaf ini memang tidak terjadi begitu saja, ada
banyak hal yang mempengaruhi, seperti kondisi lingkungan itu
kan dilihat juga oleh masyarakat dan pemerintah setempat apakah
layak didirikan sekolah dan musholla ataukah tidak. Tapi
berdasarkan hasil musyawarah dan setelah ditinjau dengan
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berbagai pertimbangan akhirnya kami sepakat didirikan sekolah
dan bangunan-bangunan lainnya”®

Kemudian secara utuh dijelaskan Bpk Andi Ahmad, S.Sos. selaku
Kepala Desa Duampauna, mengatakan bahwa :
“proses perubahan tanah wakaf ini berjalan cukup panjang. Banyak
tahapan yang dilalui, tidak terjadi begitu saja. Sebelum didirikan
bangunan seperti musholla dan sekolah dasar. Pemerintah dan
tokoh agama melakukan diskusi dan peninjauan di lokasi tanah
wakaf, pertimbangan utama awalnya itu pada kondisi financial,
apakah mampu untuk didirikan atau tidak, kemudian tinjau kondisi
tanah apakah memungkinkan juga didirikan sekolah atau tidak,
dalam prosesnya juga kami sangat dimudahkan adanya partisipasi
masyarakat, nah kalau persoalan regulasi pemerintah yang
bertanggungjawab. Pada intinya semua proses tersebut kami

lakukan secara transparan dan jujur kepada masyarakat demi
menjalankan amanah dari pemilik tanah wakaf.”®

Kesimpulan dari dua hasil wawancara dengan A. Lely dan Andi
Ahmad, S.Sos memberikan gambaran menyeluruh tentang proses
perubahan dan pemanfaatan tanah wakaf Ibu Andi Lely menjelaskan
bahwa perubahan penggunaan tanah wakaf tidak terjadi secara tiba-tiba.
Banyak faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut, termasuk kondisi
lingkungan dan pertimbangan dari masyarakat serta pemerintah setempat.
Penilaian apakah tanah wakaf tersebut layak untuk didirikan sekolah atau
musholla melibatkan berbagai pihak dan berdasarkan hasil musyawarah
serta tinjauan yang mendalam, akhirnya disepakati untuk mendirikan
sekolah dan bangunan-bangunan lainnya.

Andi  Ahmad, S.Sos. Sebagai Kepala Desa Duampauna,
memperjelas bahwa proses perubahan tanah wakaf melalui tahapan yang

cukup panjang dan tidak instan. Sebelum pembangunan musholla dan

* Andi Lely sebagai Staf Kantor Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Wawancara
tanggal 27 Juni 2023

® Andi Ahmad, S.Sos. Kepala Desa Duampanua Kecamatan Baranti Wawancara tanggal
24 Juni 2023
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sekolah dasar, pemerintah bersama tokoh agama melakukan diskusi dan
peninjauan langsung di lokasi tanah wakaf. Pertimbangan utama meliputi
kondisi keuangan untuk memastikan kemampuan mendirikan bangunan,
serta penilaian kondisi tanah apakah memungkinkan untuk pembangunan
sekolah. Dalam prosesnya, partisipasi masyarakat sangat membantu,
sementara regulasi dan tanggung jawab utama berada di pihak pemerintah.
Transparansi dan kejujuran dalam menjalankan proses tersebut sangat
ditekankan untuk menjaga amanah dari pemilik tanah wakaf.

Kedua wawancara ini menekankan pentingnya proses
musyawarah, peninjauan mendalam, dan Kketerlibatan berbagai pihak
dalam memutuskan penggunaan tanah wakaf. Keputusan untuk
mendirikan sekolah dan musholla tidak hanya berdasarkan keinginan
sepihak, tetapi melalui evaluasi menyeluruh tentang kondisi lingkungan,
kemampuan finansial, dan partisipasi masyarakat. Proses yang panjang ini
memastikan bahwa perubahan tanah wakaf sesuai dengan tujuan awal
wakaf, mendukung kepentingan umum, dan dilakukan secara transparan
serta jujur, sehingga menjaga kepercayaan dan amanah dari masyarakat
dan pemilik tanah wakaf.

Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tanah wakaf di
Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, sangat beragam dan saling
berkaitan. Mulai dari kebutuhan ekonomi dan sosial, kepatuhan terhadap
hukum dan regulasi, pengelolaan dan administrasi yang baik, hingga

partisipasi masyarakat dan dukungan dari tokoh agama

B. PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat

diuraikan sebagai berikut:
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1. Penerapan Perubahan Harta Wakaf di Kecamatan Baranti Kabupaten

Sidrap

Penerapan perubahan harta wakaf di Kecamatan Baranti, Kabupaten

Sidrap, telah dilakukan melalui proses yang terstruktur sesuai dengan

prosedur yang berlaku dalam perubahan tanah wakaf. Proses ini mencakup

beberapa tahap penting yang memastikan bahwa perubahan tersebut dilakukan
secara sah dan transparan.

a. Permohonan Izin kepada Pemilik: Tahap pertama dalam perubahan tanah
wakaf adalah permohonan izin dari pihak yang berwenang. Sebelum
melakukan perubahan, pihak yang terlibat dalam proses wakaf harus
mendapatkan izin dari pemilik tanah atau pihak yang memiliki
kewenangan atas harta wakaf tersebut. Ini adalah langkah awal untuk
memastikan bahwa perubahan yang akan dilakukan sudah mendapatkan
persetujuan yang sah.

b. Kesepakatan Sebelum Mengubah Tanah Wakaf: Setelah izin diperoleh,
tahap berikutnya adalah mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang
terlibat dalam wakaf. Kesepakatan ini meliputi tujuan penggunaan tanah
wakaf dan langkah-langkah yang harus diambil untuk perubahan tersebut.
Sebelum perubahan dilakukan, penting untuk menyepakati secara jelas
bagaimana tanah tersebut akan digunakan sesuai dengan tujuan wakaf dan
memastikan perubahan tersebut tidak menyimpang dari niat awal
pemberian wakaf.

c. Proses yang Transparan: Dalam pelaksanaan perubahan tanah wakaf,

penting untuk menjaga transparansi agar tidak terjadi penyalahgunaan atau
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ketidakpercayaan dari masyarakat. Proses ini dilakukan dengan
keterlibatan masyarakat dan pihak terkait secara terbuka, sehingga seluruh
langkah yang diambil dapat dipantau dan dipahami oleh publik.
Transparansi ini sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan
dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip wakaf yang berlaku.

d. Memastikan Tujuan Wakaf Sesuai dengan Kesepakatan: Setiap perubahan
yang dilakukan harus tetap berpegang pada tujuan awal wakaf, yaitu untuk
kesejahteraan umat. Sebelum melakukan perubahan, pihak-pihak yang
terlibat harus memastikan bahwa langkah tersebut tidak mengubah inti
dari tujuan wakaf, yang seharusnya mengarah pada kepentingan sosial dan
keagamaan.

e. Sertifikasi Tanah yang Mengikuti Peraturan Pemerintah: Setelah
perubahan dilakukan, langkah penting lainnya adalah melakukan
sertifikasi tanah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
Sertifikat tanah ini penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap
status tanah wakaf yang telah diubah. Dengan sertifikasi yang sah, tanah
wakaf tersebut memiliki kekuatan hukum yang jelas dan terjamin, serta
dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

Secara keseluruhan, penerapan perubahan harta wakaf di Kecamatan
Baranti Kabupaten Sidrap telah dilakukan dengan mengikuti prosedur yang
benar dan transparan. Semua langkah diambil untuk memastikan bahwa
perubahan tersebut sah secara hukum, tidak merugikan pihak manapun, dan
tetap berpegang pada prinsip-prinsip wakaf yang diatur dalam peraturan yang

berlaku.
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2. Pandangan Masyarakat Terhadap Perubahan Tanah Wakaf
Pandangan masyarakat terhadap perubahan tanah wakaf di Kecamatan
Baranti cenderung dibentuk oleh beberapa faktor, antara lain:
a. Aspek Agama dan Kepercayaan
Masyarakat umumnya memiliki pandangan yang sangat sensitif terkait
tanah wakaf. Tanah yang diwakafkan dianggap sebagai milik umum yang
harus digunakan untuk kepentingan umat dan bukan untuk tujuan pribadi.
Jika tanah wakaf diubah peruntukannya, ini sering dianggap sebagai
pelanggaran terhadap niat awal pewakaf yang bertujuan untuk kebaikan

umat.

b. Aspek Sosial dan Ekonomi
Di sisi lain, beberapa anggota masyarakat mungkin melihat perubahan
status atau pemanfaatan tanah wakaf sebagai hal yang menguntungkan
secara ekonomi, terutama jika tanah tersebut dapat memberikan manfaat
finansial yang lebih besar, seperti untuk pembangunan infrastruktur atau
proyek yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.

c. Aspek Hukum
Dari sudut pandang hukum, perubahan tanah wakaf tanpa prosedur yang
jelas atau tanpa persetujuan dari badan yang berwenang bisa menimbulkan
kontroversi. Masyarakat biasanya sangat memperhatikan aspek keabsahan
keputusan hukum yang diambil, apakah perubahan tanah wakaf tersebut

telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.



67

d. Aspek Kultural
Dalam budaya lokal, tanah wakaf seringkali dianggap sebagai warisan
sosial dan kultural yang perlu dijaga dan dimanfaatkan dengan hati-hati.
Oleh karena itu, masyarakat mungkin merasa keberatan jika ada
perubahan yang dianggap mengurangi nilai kultural atau agama dari tanah
tersebut.
e. Dinamika Sosial dalam Perubahan Tanah Wakaf
Pergeseran pandangan terhadap perubahan tanah wakaf di Kecamatan
Baranti sering melibatkan proses sosial yang cukup kompleks. Ada
perbedaan antara generasi muda yang mungkin lebih terbuka terhadap
perubahan dan generasi tua yang lebih mempertahankan tradisi.
Masyarakat juga mungkin terpecah dalam hal apakah perubahan tersebut
sah secara hukum atau tidak, dan apakah perubahan tersebut benar-benar
membawa manfaat bagi umat atau justru merugikan kepentingan bersama.
f. Solusi dan Pendekatan Penyelesaian
Untuk mengatasi pandangan masyarakat yang beragam, pendekatan yang
bisa diambil antara lain:
a. Dialog dan Sosialisasi
Pemerintah setempat atau badan pengelola wakaf dapat melakukan
dialog terbuka dengan masyarakat untuk menjelaskan alasan dan
dampak dari perubahan yang terjadi, serta mendapatkan masukan dari
masyarakat.

b. Penyusunan Peraturan yang Tegas
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Agar perubahan tanah wakaf tidak menimbulkan konflik, perlu adanya
peraturan yang jelas terkait prosedur pengelolaan dan perubahan status
tanah wakaf, serta pengawasan yang ketat.
c. Pemberdayaan Masyarakat
Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya
pengelolaan tanah wakaf yang transparan dan bertanggung jawab,
serta bagaimana perubahan tersebut dapat memberikan manfaat jangka
panjang bagi masyarakat secara keseluruhan.
3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Tanah Wakaf di
Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap
Masing-masing faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat
terhadap perubahan tanah wakaf di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap,
berdasarkan poin-poin yang disebutkan:
a. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Regulasi
Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi sangat penting dalam
mengelola tanah wakaf. Tanah wakaf memiliki status hukum tertentu yang
dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, pengelolaan
tanah wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf dan peraturan turunannya, serta peraturan terkait tanah. Kepatuhan
terhadap regulasi ini memastikan bahwa tanah wakaf tidak disalahgunakan
atau dialihfungsikan tanpa persetujuan yang sah.
Masyarakat umumnya akan lebih menerima perubahan pada tanah
wakaf jika perubahan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum yang

berlaku, serta dengan prosedur yang jelas dan transparan. Jika perubahan
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dilakukan tanpa mematuhi aturan, misalnya perubahan status tanah wakaf
menjadi tanah komersial atau pribadi tanpa izin, masyarakat akan
cenderung menolak karena dianggap melanggar prinsip hukum dan
kepercayaan agama yang mengatur pengelolaan tanah wakaf.

. Kondisi Tanah dan Lingkungan Sekitar

Kondisi tanah dan lingkungan sekitar berperan penting dalam
menentukan apakah perubahan tanah wakaf dapat diterima oleh
masyarakat. Jika tanah wakaf berada di lokasi yang strategis dan memiliki
nilai ekonomi yang tinggi, maka bisa saja masyarakat atau pihak tertentu
tertarik untuk mengubah peruntukannya, baik untuk pembangunan proyek
komersial atau lainnya.

Namun, kondisi tanah yang buruk atau berada di daerah yang
kurang berkembang bisa mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap
perubahan tersebut. Jika tanah wakaf tersebut digunakan untuk proyek
yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti
pembangunan fasilitas pendidikan atau kesehatan, maka perubahan status
tanah wakaf cenderung lebih diterima. Sebaliknya, jika tanah tersebut
dialihfungsikan untuk kepentingan pribadi atau komersial tanpa
melibatkan masyarakat, maka hal ini bisa menimbulkan penolakan karena
dianggap tidak sesuai dengan tujuan awal wakaf.

Ketersediaan Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya, baik itu sumber daya manusia,

finansial, maupun material, juga mempengaruhi perubahan tanah wakaf.

Jika tanah wakaf membutuhkan perawatan, pengelolaan, atau
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pengembangan lebih lanjut, ketersediaan sumber daya yang cukup akan
menentukan apakah perubahan tanah tersebut dapat terlaksana dengan
baik.

Misalnya, untuk mengembangkan tanah wakaf menjadi fasilitas
umum seperti masjid, sekolah, atau rumah sakit, diperlukan sumber daya
manusia yang kompeten serta dana yang cukup. Jika sumber daya ini
tersedia, maka perubahan tanah wakaf menjadi proyek sosial atau fasilitas
publik lebih mudah diterima oleh masyarakat, karena mereka dapat
melihat manfaat jangka panjangnya. Namun, jika tidak ada sumber daya
yang memadai, maka pengelolaan tanah wakaf bisa terbengkalai dan
justru menjadi masalah bagi masyarakat.

. Peran Tokoh Masyarakat dan Pemerintah

Tokoh masyarakat dan pemerintah memiliki peran yang sangat
penting dalam menyikapi perubahan tanah wakaf. Tokoh masyarakat,
yang umumnya dihormati dan dipercaya oleh masyarakat setempat, dapat
membantu menjelaskan alasan perubahan tersebut kepada masyarakat.
Mereka juga dapat menjadi mediator antara pihak yang mengelola tanah
wakaf dengan masyarakat, sehingga keputusan yang diambil dapat
diterima oleh semua pihak.

Pemerintah juga berperan dalam mengatur dan mengawasi
pengelolaan tanah wakaf, melalui lembaga-lembaga terkait seperti Badan
Wakaf Indonesia (BWI). Pemerintah di tingkat kecamatan atau kabupaten

dapat membantu memberikan informasi mengenai prosedur hukum yang
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benar dalam mengubah status atau pemanfaatan tanah wakaf, serta
memastikan bahwa perubahan tersebut tidak merugikan kepentingan umat.

Dengan dukungan tokoh masyarakat dan pemerintah, proses
perubahan tanah wakaf dapat berjalan dengan lancar dan memenuhi
kepentingan umum. Jika kedua pihak ini tidak berperan aktif atau tidak
transparan dalam prosesnya, maka masyarakat akan merasa curiga dan

cenderung menolak perubahan yang dilakukan.



BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Penerapan Perubahan Harta Wakaf di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap
Penerapan perubahan harta wakaf di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap
melibatkan berbagai langkah yang harus dipatuhi untuk memastikan bahwa
perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan syariah. Proses ini
dimulai dari identifikasi kebutuhan perubahan, yang didasarkan pada manfaat
ekonomi dan sosial yang diharapkan. Pengajuan permohonan oleh nadzir
kepada otoritas wakaf atau pemerintah merupakan langkah penting yang harus
disertai dengan dokumentasi lengkap. Setelah pengajuan, otoritas terkait
melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap rencana perubahan.

2. Pandangan Masyarakat Terhadap Perubahan Tanah Wakaf
Pandangan masyarakat terhadap perubahan tanah wakaf di Kecamatan Baranti
sangat bervariasi. Sebagian masyarakat yang memiliki pemahaman mendalam
tentang konsep wakaf dalam Islam cenderung mendukung perubahan jika hal
tersebut dapat meningkatkan manfaat sosial dan ekonomi. Mereka melihat
perubahan tanah wakaf sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
yang berkembang, seperti pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Namun, ada juga masyarakat yang skeptis atau bahkan menolak perubahan
tanah wakaf.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Tanah Wakaf di Kecamatan
Baranti Kabupaten Sidrap Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi
perubahan tanah wakaf di Kecamatan Baranti. Kebutuhan ekonomi dan sosial

menjadi pendorong utama, di mana perubahan dilakukan untuk meningkatkan
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kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal. Kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariah juga sangat
penting untuk memastikan legalitas dan keberlanjutan perubahan
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka penulis memiliki
beberapa saran penelitian untuk dikembangkan lebih luas sehingga dapat
dilakukan kajian berkelanjutan mengenai tanah wakaf di Indonesia. Penelitian
selanjutnya dapat difokuskan pada strategi sosialisasi dan edukasi yang efektif
untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep wakaf dan potensial
dari perubahan tanah wakaf. Penelitian yang mengevaluasi dampak jangka
panjang dari perubahan tanah wakaf terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial
masyarakat setempat sangat diperlukan. Penelitian lebih lanjut juga bisa
mengeksplorasi metode-metode untuk meningkatkan keterlibatan semua
pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, nadzir, pemerintah, dan tokoh
agama dalam proses perubahan tanah wakaf. Ini termasuk studi tentang
mekanisme partisipasi yang efektif dan inklusif.
Dengan saran-saran ini, diharapkan penelitian selanjutnya dapat
memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengelolaan wakaf yang lebih baik

dan lebih bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan Baranti dan daerah lainnya
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